GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 77 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Provinsi Kepulavan Riau Nomor 5 Tahun 2022
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Pengabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

gl [

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4237),

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan .  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 3679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nemor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Lavanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 171, Tambahan Lembaran Nepara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2005 Nomeor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanpggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4693};

Peraturan Pemerintah Nomeor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BSerta
Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil
Pemenntah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indenesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengeiolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
[raerah sebapaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
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16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Namor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yvang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negera Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomaor 5635);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012
nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancanpan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Angparan Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2022-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan
Riau Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 54);

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



(Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Kepulauan Riau Nomor 38);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5
Tahun 2022 tentang Angaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022 Nemor 5).

MEMUTUSEKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG  PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini vang dimaksud dengan:

1
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i
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Daerah adalah Provinsi Kepulauan Riau.
Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistemn dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Dacrah adalah Gubernur sebagal unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dewan Perwakilan HRakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah sclanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang
diakui sebagal pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran vang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah
sesual dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
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Pendapatan Transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek,
rincian objek dan sub rincian objek.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah Pendapatan Daerah
selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi scbesar-besarnya

kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah
pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermaotor.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat
BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor
sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau
keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan,
atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermoter yang selanjutnya disingkat
PBBKE adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan
bermaotor.

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau
pemanfaatan air permukaan.

Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok vang dipungut oleh
Pemerintah.

Retribusi Daerah adalah Pungutan Daerah sebagal pembayaran atas
Jasa atau pemberian lzin tertentu vang khusus disediakan dan/atau
diberikan olch Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang Pribadi
atau Badan

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-
hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran untuk keadaan darurat
termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya
serta pengembalian atas kelebihan pembavaran atas penerimaan
daerah tahun-tahun sebelumnya.

Belanja Transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah
kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah
kepada pemerintah desa.

Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang
berasal dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lain, masyarakar,
dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri vang tidak mengikat
untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Peémerintahan
vang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.




25. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang dan/atau
barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang
sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk
melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko social, kecuali dalam
keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

26. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjuinya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh unit pelaksanaan teknis dinas/badan
daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang
mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

27. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian
kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.

28. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga
negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai ASN seccara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pasal 2
APBD terdiri atas Pendapatan Daerah Belanja, Belanja Daerah dan
Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp4.019.425.727.463,00 (Empat triliun sembilan belas miliar empat ratus
dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam
puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;

b. Pendapatan Transfer;

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1) Anggaran Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.518.21 1.727.009,00 (Satu triliun
lima ratus delapan belas miliar dua ratus sebelas juta tujuh ratus dua
puluh tujuh ribu sembilan rupiah) vang terdiri atas:

a. Pajak Daerah;

b. Retribusi Daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan: dan
d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a
direncanakan sebesar Rpl.348.177.895.755,00 (Satu triliun tiga ratus
empat puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan
ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan scbesar Rp16.658.831.254,00 (Enam belas miliar enam
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ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua
ratus lima puluh empat rupiah).

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huraf ¢ direncanakan sebesar
Rp18.300.000.000,00 (Delapan belas miliar tiga ratus juta rupiah).
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl35.075.000.000,00
(Seratus tiga puluh lima miliar tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 5
Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
hurul a direncanakan Rpl.348.177.895.755,00 (Satu triliun tiga ratus
empat puluh delapan miliar seratus tujuh puluh tujuh juta delapan
ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah)
yvang terdiri atas:
a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB);
d. Pajak Air Permukaan; dan
e. Pajak Rokok.
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp453.193.710.000,00 (Empat ratus
lima puluh tiga miliar seratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus
sepuluh ribu rupiah).
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) hurul b direncanakan sebesar Rp300.000.000.000,00
(Tiga ratus miliar rupiah).
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] huraf ¢ direncanakan sebesar
Rp420.000.000.000,00 (Empat ratus dua puluh miliar rupiah).
Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayac (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp1.053.500.000,00 (Satu miliar lima puluh tiga
juta lima ratus ribu rupiah). '
Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan
sebesar Rpl173.930.685.755,00 (Seratus tujuh puluh tiga milar
sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu
tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 6

Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp453.193.710.000,00 (Empat ratus lima puluh tiga miliar seratus
sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang terdini
atas:

a. PKB-mobil penumpang-sedan;

b. PKB-maobil penumpang-jeep;

c. PKB-mobil penumpang-Minibus;

d. PKB-mohil bus microbus;

e. PKB-mobil bus-bus;
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PKB-mobil barang/beban-pick up,

PKB-mobil barang/ beban-light truck;
. PKB-maobil barang/beban-truck;

PKB-mobil barang/beban-blind van;

PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua; dan

. PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.

PKB-mobil penumpang-sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rpl4.968.317.795,00 (Empat belas
miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas
ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah).

PKB-mobil penumpang-jecp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar RpH7.545.934.010,00 (Enam puluh tujuh
miliar lima ratus empat puluh lima juta sembilen ratus tiga puluh
empat ribu sepuluh rupiah).

PKB-mobil penumpang-minibus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp238,258.828.885,00 (Dua ratus tiga
puluh delapan miliar dua ratus lima puluh delapan juta delapan ratus
dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh lima rupiah).
PKB-mobil bus-microbus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp291.288.927,00 (Dua ratus sembilan puluh
satu juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus dua
puluh tujuh rupiah)j.

PKB-mobil bus-bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp2.114.171.955,00 (Dua miliar seratus empat
belas juta seratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh
lima rupiah|,

PKB-mobil barang/ beban-pick up sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rpl4.725.888.026,00 (Empat belas
miliar tujuh ratus dua puluh lima juta delapan ratus delapan puluh
delapan ribu dua puluh enam rupiah).

PKB-mobil barang/beban-light truck sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g direncanakan sebesar Rp11.640.213.441,00 (Sebelas miliar
enam ratus empat puluh juta dua ratus-tiga belas ribu empat ratus
empat puluh satu rupiah).

PKB-mobil barang/beban-truck sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h direncanakan sebesar Rpl13.838.639.860,00 (Tiga belas miliar
delapan ratus tiga puluh delapan juta enam ratus tiga puluh sembilan
ribu delapan ratus enam puluh rupiah),

PKB-mobil barang/beban-blind van sebagaimana dimaksud pada ayvat
(1) huruf i direncanakan sebesar Rpl.461.616.154,00 (Satu miliar
empat ratus enam puluh satu juta enam ratus enam belas ribu seratus
lima puluh empat rupiah).

PKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp88.243.015.542,00 (Delapan
puluh delapan miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima belas ribu
lima ratus empat puluh dua rupizh).

PKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp105,795.405,00 (Seratus lima
juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima rupiah).

il




(2]

(3]

(4)

(5)

(B)

(8)

(9)

(10]

Pasal 7

Anggaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp300.000.000.000,00 (Tiga ratus miliar rupiah) yang terdiri atas:
. BBNKB-mabil penumpang-sedan;
. BBNKB-mobil penumpang-jeep;

BBNKB-mobil penumpang-minibus;
. BBNKB-mobil bus microbus,

BENKB-mobil bus-bus;

BBNKB-mobil barang/beban-pick up;
. BBNKB-mohil barang/beban-light truck;
.BBNKB-maobil barang/beban-truck;

BBNKB-mobil barang/beban-blind van;
j. BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua; dan

k. BENKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga

BEBNKB-mobil penumpang-sedan sebagaimana dimaksud pada ayat (1]
huruf a direncanakan scebesar Rp3.630.277.150,00 (Tiga miliar enam
ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima
puluh rupiah).

BBNKB-mobil penumpang-jeep sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp40.181.447.700,00 (Empat puluh
miliar seratus delapan puluh satu juta empat ratus empat puluh tujuh
ribu tujuh ratus rupiah).

BBNKB-maobil penumpang-minibus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp166.240.699.150,00 (Seratus enam
puluh enam miliar dua ratus empat puluh juta enam ratus sembilan
puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).

BBNKB-mobil bus-microbus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rp3.668.950,00 (Tiga juta enam ratus enam
puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah).

BBNKB-mobil bus-bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan scbesar Rp278.513.700,00 (Dua ratus tujuh puluh
delapan juta lima ratus tiga belas ribu tujuh ratus rupiah).
BBNKB-mobil barang/beban-pick up sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf f direncanakan sehesar Rp7.553.623.200,00 (Tujuh miliar lima
ratus lima puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu dua ratus
rupiah).
BBNKB- mobil barang/beban-light truck sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.122.396.650,00 (Tiga miliar
seratus dua puluh dua juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu enam
ratus lima puluh rupiah).

BBNKB-mobi! barang/beban-truck sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.750.155.750,00 (Tiga miliar tujuh
ratus lima puluh juta seratus lima puluh lima ribu tujuh ratus lima
puluh rupiahj.
BBNKB- mobil barang/beban-blind van sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp514.862.800,00 (Lima ratus
empat belas juta delapan ratus enam puluh dua ribu delapan ratus
rupiah).
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111} BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] hurufj direncanakan sebesar Rp74.514.701.100,00 (Tujuh
puluh empat miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus satu ribu
seratus rupiah).

(12) BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp209.653.850,00 (Dua
ratus sembilan juta enam ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus lima
puluh rupiah).

Pasal 8

(1) Anggaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan
sebesar Rp420.000.000.000,00 (Empat ratus dua puluh miliar rupiah)
yang terdin atas:

a. PBBKB-bahan bakar bensin; dan
b. PBBKB-bahan bakar solar.

(2) PBBKB-bahan bakar bensin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp226.773.755.700,00 (Dua ratus dua puluh
enam miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh
lima ribu tujuh ratus rupiah).

(3] PBBKB-bahan bakar solar sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf
b direncanakan sebesar Rpl193.226.244.300,00 (Seratus sembilan
puluh tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus empat puluh
empat ribu tiga ratus rupiah).

Pasal 9

Anggaran Pajak Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.053.500.000,00 (Satu miliar lima
puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 10

Anggaran Pajak Rokok sebagaimana dimaksud-dalam Pasal 5 ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rpl173.930.685.755,00 (Seratus tujuh puluh tiga
miliar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh lima ribu
tujuh ratus lima puluh lima rupiah).

Pasal 11

(1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf b, direncanakan sebesar Rpl16.658.831.254,00 (Enam belas
miliar enam ratus lima puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh satu
ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

a. retribusi jasa usaha; dan
b. retribusi perizinan tertentu.

(2) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp6.810.831.254,00 (Enam miliar delapan ratus
sepuluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh
empat rupiah).




12)

13)
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(3)

(4)

Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp9.848.000.000,00 (Sembilan miliar delapan
ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 12

Anggaran retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.810.831.254,00 (Enam
miliar delapan ratus sepuluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu
dua ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah;

b. retribusi pelayanan kepelabuhanan; dan

¢. retribusi penjualan produksi usaha Daerah.

Retribusi pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.860.831.254,00 (Dua miliar
delapan ratus enam puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu dua
ratus lima puluh empat rupiah}.

Retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.750.000.000,00 (Tiga miliar tujuh
ratus lima puluh juta rupiah).

Retribusi penjualan produksi usaha Daerah sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Kp200.000.000,00 (Dua
ratus juta rupiah).

Pasal 13

Anggaran retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (1) hurul b direncanakan sebesar Rp9.848.000.000,00

(Sembilan miliar delapan ratus empat puluh delapan juta rupiah) yang

terdiri atas:

a. retribusi 1zin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum;

b. retribusi izin usaha perikanan, dan

c. retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing
(IMTA). .

Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp798.000.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

Retribusi izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rpl.050.000.000,00 (Satu miliar lima

puluh juta rupiahy),

Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing

(IMTA)sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl c¢ direncanakan

sebesar Rp8.000.000.000,00 (Delapan miliar rupiah).

Pasal 14

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 avat (1) huruf ¢, direncanakan sebesar
Rp18.300.000.000,00 (Delapan belas miliar tiga ratus juta rupiah] dengan
objek bagian laba vang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas
penvertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
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Pasal 15

Anggaran bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah

(Dividen) atas penyertaan maodal pada Badan Usaha Milik Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1%, direncanakan sebesar

Rp18.300.000.000,00 (Delapan belas miliar tiga ratus juta rupiah) yang

terdiri atas:

a. bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)
atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan); dan

b. bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)
atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha).

Bapian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas

Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar

Rp3.300.000.000,00 (Tiga miliar tiga ratus juta rupiahj.

Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daecrah (Dividen) atas

Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima

belas miliar rupiah).

Pasal 16

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 avat (1} huruf d, direncanakan
Rp135.075.000.000,00 (Seratus tiga puluh lima miliar tujuh puluh lima
juta rupiah) vang terdiri atas:

a. jasa giro;

b. pendapatan denda Pajak Daerah; dan

c. pendapatan BLUD.

Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan
sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah).

Pendapatan denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, direncanakan sebesar Rp20.075.000.000,00 {Dua puluh miliar
tujuh puluh lima juta rupiah). .

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢,
direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (Seratus miliar rupiah).

Pagal 17

Anggaran jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a,
direncanakan sebesar Rpl15.000.000.000,00 (Lima belas miliar rupiah) yang
terdiri atas jasa giro pada kas daerah.

(1)

Pasal 18

Anggaran pendapatan denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar
Rp20.075.000.000,00 (Dua puluh miliar tujuh puluh lima juta rupiah)
yang terdir: atas:

a. pendapatan denda PKB;

b. pendapatan denda BBNKE;

¢. pendapatan denda PBBKE; dan
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d. pendapatan denda pajak air permukaan.

Pendapatan denda PKE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
direricanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiahj.
Pendapatan denda BBNKB sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1)
huruf b, direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (Enam puluh juta
rupigh).

Pendapatan denda PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢, direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).
Pendapatan denda pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta
rupiah)

Pasal 19

Anggaran pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
avat (1) huruf ¢, direncanakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (Seratus
miliar rupiah) yang terdiri atas:

a. Pendapatan BLUD;

h. Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan;

¢. Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain; dan

d. Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah.
Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
direncanakan sebesar Rp20.000.000.000,00 (Dua puluh miliar rupiah].
Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b, direncanakan sebesar Rp78.600.000.000,00 (Tujuh puluh
delapan miliar enam ratus juta rupiah).

Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, direncanakan sebesar
Rp300.000.000,00 (Tiga ratus juta rupiah).

Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar
Rpl.100.000.000,00 (Satu miliar seratus juta rupiah).

Pasal 20

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
b direncanakan sebesar Rp2.499,.889.897.954,00 (Dua triliun empat ratus
sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta
delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat
rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Transfer pemerintah pusat.

(1)

Pasal 21

Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud delam
Pasal 20 direncanakan sebesar Rp2.499.889,.897.954,00 (Dua triliun
empat ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan
puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan
ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

a. dana perimbangan,

b. dana insentif daerah (DID).




(2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp2.4G9.889.897.954,00 (Dua triliun empat
ratus semhbilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan puluh
sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus
lima puluh empat rupiah).

(3) Dana insentif daerah (DID) schagaimana dimaksud pada ayat (1} huruf
b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah).

Pasal 22

(1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp2.499 889.897.954,00 (Dua trilun
empat ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus delapan
puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan
ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:

a. dana transier ummum-dana bagi hasil (DBH),

b. dana transfer umum-dana alokasi umum (DAUJ;

c. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik; dan
d. dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) non fisik,

(2) Dana transfer umum-dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} huruf a direncanakan sebesar Rp771.308.861.954,00 (Tujuh ratus
tujuh puluh satu miliar tiga ratus delapan juta delapan ratus enam
puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah).

(3) Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl.131.182.073.000,00
(Satu triliun seratus tiga puluh satu miliar seratus delapan puluh dua
juta tujuh puluh tiga ribu rupiah).

(4) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK) fisik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp313.990,759.000,00 (Tiga ratus tiga belas miliar sembilan ratus
sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

(5) Dana transfer khusus-dana alokasi khusus (DAK} non fisik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp283.408.204.000,00 (Dua ratus delapan puluh tiga miliar empat
ratus delapan juta dua ratus empat ribu rupiahj,

Pasal 23

Anggaran dana insentif daerah (DID) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (Nol rupiah), yang terdirl atas
DID.

Pasal 24

Anggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf ¢ direncanakan sebesar Rp1.324.102.500,00 (Satu miliar
tiga ratus dua puluh empat juta seratus dua ribu lima ratus rupiah), yang
terdiri atas pendapatan Hibah dengan objek pendapatan Hibah dari
badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri dan rincian objek
pendapatan Hibah dari badan/lembaga/ organisasi dalam negeri.




Pasal 25

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar
Rp4.151.643.181.028,00 (Empat triliun seratus lima puluh satu miliar
enam ratus empat puluh tiga juta seratus delapan puluh satu ribu dua
puluh delapan rupiah], yang terdiri atas:

a. Belanja Operasi;

b. Belanja Modal;

¢. Belanja Tidak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.

(1)

(2]

(3
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(3)
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(7)

(1)

Pasal 26

Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf
a direncanakan sebesar Rp2.910.441.366.812,00 (Dua triliun sembilan
ratus sepuluh miliar empat ratus empat puluh satu juta tiga ratus
enam puluh enam ribu delapan ratus dua belas rupiah), yang terdiri
atas:

. belanja pegaw:;

. belanja barang dan jasa;

belanja bunga;

. belanja subsidi;

belanja Hibah; dan

. belanja Bantuan Sosial.

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rpl.175.949.890.862,00 (Satu triliun seratus
tujulh puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh sembilan juta
delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh dua
rupiah).

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf b
direncanakan sebesar Rpl.465.540.448,194,00 (Satu ftriliun empat
ratus enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh juta empat ratus
empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah).
Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rpl13.141.911.555,00 (Tiga belas miliar seratus
empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus lima puluh
lima rapiah).

Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direnicanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 {Satu miliar rupiah).

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp254.010.544.201,00 (Dua ratus lima puluh
empal miliar sepuluh juta lima ratus empat puluh empat ribu dua ratus
satu rupiah).

Belanja Bantuan Sosial sebapgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp798.572.000,00 (Tujuh ratus sembilan puluh
delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

me oo

Pasal 27

Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rpl.175.949.890.862,00 {Satu triliun
seratus tujuh puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh sembilan
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juta delapan ratus sembilan puluh ribu delapan ratus enam puluh dua
rupiah), yvang terdiri atas:

a. gaji dan tunjangan ASN;

b. tambahan penghasilan ASN;

c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektil lainnya
ASN;

. gaji dan tunjangan DPRD;

gaji dan tunjangan KDH/WKDH;

belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan

g. belanja pegawai BLUD.

Gaiji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp442.486.025.167,00 (Empat ratus empat puluh
dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua puluh lima ribu
seratus enam puluh tujuh rupiah).

Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b direncanakan sebesar Rp532.110.114.550,00 (Lima ratus tiga

puluh dua miliar seratus sepuluh juta seratus empat belas ribu lima
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ratus lima puluh rupiahl.

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektit Lainnya
ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rpl44.076.848.832,00 (Seratus empat puluh empat miliar tujuh puluh
enam juta delapan ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus tiga
puluh dua rupiahj.

Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd
direncanakan sebesar Rp30.775.637.855,00 (Tiga puluh miliar tujuh
ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan
ratus lima puluh lima rupiah).

Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e direncanakan sebesar Rpl1.520.154.028,00 (Satu miliar lima
ratus dua puluh juta seratus lima puluh empat ribu dua puluh delapan
rupiah).

Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huraf f -direncanakan  sebesar
Rp3.631.110.430,00 (Tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta seratus
sepuluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g
direncanakan sebesar Rp21.350.000.000,00 (Dua puluh satu miliar tiga
ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 28

Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 avat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp442.486.025,167,00 (Empat
ratus empat puluh dua miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua
puluh lima ribu seratus enam puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

a. gaji pokok ASN;

tunjangan keluarga ASN;

tunjangan jabatan ASN:

tunjangan fungsional ASN;

tunjangan fungsional umum ASN;

tunjangan beras ASN;

=000 o
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g. tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN;
h. pembulatan gaji ASN;

i. iuran jaminan kesehatan ASN;

j. iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;

k. iuran jaminan kematian ASN;

l.  juran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN; dan

m. tunjangan khusus

Belanja gaji pokokx ASN dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rp316.568.929.809,00 (Tiga ratus enam belas miliar lima ratus
enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu
delapan ratus sembilan rupiah).

Belanja tunjangan keluarga ASN dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp30.099.151.659,00 (Tiga puluh miliar sembilan
puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus lima puluh
sembilan rupiah).

Belanja tunjangan jabatan ASN dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rp7.816.873.089,00 (Tujuh miliar delapan ratus
enam belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan puluh
sembilan rupiah).

Belanja tunjangan fungsional ASN dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp26.022.237.664,00 (Dua puluh enam miliar
dua puluh dua juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus enam
puluh empat rupiah).

Belanja tunjangan fungsional umum ASN dimaksud pada ayat (1) huruf
e direncanakan sebesar Rp4.618.436.425,00 (Empat miliar enam ratus
delapan belas juta empat ratus tiga puluh enam ribu empat ratus dua
puluh lima rupiah).

Belanja tunjangan beras ASN dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rp19.212.741.015,00 (Sembilan belas miliar dua
ratus dua belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu lima belas
rupiah).

Belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN dimaksud pada ayat (1)
huruf g direncanakan sebesar Rp589.441.530,00 (Lima ratus delapan
puluh sembilan juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus tiga
puluh rupiah).

Belanja pembulatan gaji ASN dimaksud pada ayat (1) hurul h
direncanakan sebesar Rp40.340.738,00 (Empat puluh juta tiga ratus
empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah).

Belanja iuran jaminan kesehatan ASN dimaksud pada ayat (1) huruf i
direncanakan sebesar Rp26.019.362.080,00 (Dua puluh enam miliar
sembilan belas juta tiga ratus enam puluh dua ribu delapan puluh
rupiah).

Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN dimaksud pada ayat (1)
huruf j direncanakan sebesar Rpl.066.776.039,00 (Satu miliar enam
puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu tiga puluh sembilan
rupiah).

Belanja iuran jaminan kematian ASN dimaksud pada ayat (1) huruf k
direncanakan sebesar Rp2.639.630.858,00 (Dua miliar enam ratus tiga
puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh ribu delapan ratus lima
puluh delapan rupiah).

Belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN
dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar
Rp5.792.154.261,00 (Lima miliar tujuh ratus sembilan puluh dua juta
seratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh satu rupiah).
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direncanakan sebesar Rp1.999.950.000,00 (Satu miliar sembilan ratus
sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah.

Pasal 29

Anggaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp532.110.114.550,00 (Lima
ratus tipa puluh dua miliar seratus sepuluh juta seratus empat belas
ribu lima ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN;

b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN;

¢, tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;

d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN;

¢. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN;

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp319.044.341.454,00 (Tiga ratus sembilan belas miliar empat puluh
empat juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima puluh
empat rupiah},

Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bértugas ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp961.993.269,00 (sembilan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus
sembilan puluh tiga ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah).
Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] huruf ¢ direncanakan sebesar
Rp63.870,627.9458,00 (Enam puluh tiga miliar delapan ratus tujuh
puluh juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus empat puluh
delapan rupiah)

Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rpl10.415.230.975,00 (Sepuluh miliar empat ratus lima belas juta dua
ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiahj.
Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] huruf e direncanakan sebesar
Rpl37.817.920.904,00 (Seratus tiga puluh tujuh miliar delapan ratus
tujuh belas juta sembilan ratus dua puluh ribu sembilan ratus empat
rupiah).

Pasal 30

Anggaran tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif
lainnva ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rpl44.076.848.832,00 (Seratus empat puluh
empat miliar tujuly puluh enam juta delapan ratus empat puluh delapan
ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a. insentif bag: ASN atas pemungutan Pajak Dacrah;

b, tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;

¢. tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD; dan

d. honorarium.

Insentif bagi ASN atas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
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Rp31.433.307.232,00 (Tiga puluh satu miliar empat ratus tiga puluh tiga
juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah).

Tunjangan profesi guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp82.991.441.000,00 (Delapan puluh
dua miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta empat ratus empat
puluh satu ribu rupiah).

Tambahan penghasilan (Tamsil) guru PNSD sebagaimana dimaksud
pada ayat [1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.316.000.000,00 {Dua
miliar tiga ratus enam belas juta rupiah). :

Honorarium sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp27.336.100.600,00 (Dua puluh tujuh miliar
tiga ratus tiga puluh enam juta seratus ribu enam ratus rupiah).

Pasal 31

Anggaran gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp30.775.637.855,00 (Tiga
puluh miliar tujuh ratus tujuh puluh lima juta enam ratus tiga puluh
tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) yang terdiri atas:
. uang representasi DPRD;
., tunjangan keluarga DPRD;

tunjangan beras DPRD;
.uang pakst DPRD;

tunjangan jabatan DPRD.

tunjangan alat kelengkapan DPRD;
. tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD;
.tunjangan reses DPRD;
pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD;
tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD;
. tunjangan transportasi DPRD; dan
uang jasa pengabdian DPRD.

Uang representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp1.434.300.000,00 [Satu miliar empat ratus tiga
puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah). '
Tunjangan keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b diréncanakan sebesar Rp194.550.000,00 (Seratus sembilan puluh
empat juta lima ratus lima puluh nbu rupiah).

Tunjangan beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢
direncanakan sebesar Rp170.259.420,00 (Seratus tujuh puluh juta dua
ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus dua puluh rupiah),

Uang paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rp143.430.000,00 (Seratus empat puluh tiga juta
empal ratus tiga puluh ribu rupiah).
Tunjangan jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e
direncanakan sebesar Rp2.079.735.000,00 (dua miliar tujuh puluh
sembilan juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Tunjangan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp85.640.632,00 (Delapan puluh lima juta
enam ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah).
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Tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp8.100.000.000,00 {Delapan miliar seratus juta rupiah).
Tunjangan reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h
direncanakan sebesar Rp2.025.000.000,00 (Dua miliar dua puluh lima
juta rupiahj.
Pembebanan PPh kepada pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rpl19.294.868,00
[Sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh-empat ribu delapan ratus
enam puluh delapan rupiah}.
Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar
Rp8.471.769.025,00 (Delapan miliar empat ratus tujuh puluh satu juta
tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua puluh lima rupiah).
Tunjangan transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurufl k direncanakan sebesar Rp7.064,079.455,00 (Tujuh miliar enam
puluh empat juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh
lima rupiah).
Uang jasa pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
| direncanakan sebesar Rp987.579.455,00 (Sembilan ratus delapan
puluh tujuh juta lima ratus tujuh pulah sembilan ribu empat ratus lima
puluh lima rupiah).

Pasal 32

Anggaran gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 27 avat (1} huruf e direncanakan sebesar
Rp1.520.154.028,00 {Satu miliar lima ratus dua puluh juta seratus lima
puluh empat ribu dua puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
. gaji pokok KDH/WKDH;
. tunjangan keluarga KDH/WKDH;
. tunjangan jabatan KDH/WKDH,;
.tunjangan beras KDH/WKDH;
. tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH;
pembulatan gaji KDH/WKDH;
. iiran jaminan kesshatan bagi KDH/WKDH;
.iuran jaminan kecelakaan kerja KDH/WKDH;
iuran jaminan kematian KDH/WEKDH;
insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah bagi
KDH/WEKDH.
Gaji pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp109.450.000,00 (Seratus sembilan juta empat
ratus lima puluh ribu rupiah).
Tunjangan keluarga KDH/WEKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rpl14.800.000,00 (Empat belas juta
delapan ratus ribu rupiah).
Tunjangan jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rp170.000.000,00 (Seratus tujuh puluh
juta rupiah).

e S BN RO DD




(6)

(7]

(8)

(9)

{10)

(11

(1)

(2)

Tunjangan beras KDH/WEKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp10,500.000,00 {Sepuluh juta lima ratus
ribu rupiah).

Tunjangan PPh/tunjangan khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (Sepuluh
juta rupiah).

Pembulatan gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp50.000,00 {Lima puluh ribu rupiah).
luran jaminan keschatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.457.600,00 (Tujuh juta empat
ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus rupiah).

luran jeminan kecelakaan kerja KDH/WKDH sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] huruf h direncanakan sebesar Rpl181.440.,00 (Seratus
delapan puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah).

luran jaminan kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf i direncanakan sebesar Rp544.320,00 |Lima ratus empat puluh
empat ribu tiga ratus dua puluh rupiah).

Insentil bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah bagi
KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan
sebesar Rpl.197.170.668,00 (Satu miliar seratus sembilan puluh tujuh
juta seratus tujuh puluh ribu enam rarus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 33

Anggaran penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf [ direncanakan
sebesar Rp3.631.110.430,00 (Tiga miliar enam ratus tiga puluh satu juta
seratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:
a. dana operasional pimpinan DPRD; dan

b. dana operasional KDH/WHKDH.

Dana operasicnal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp631.110.430,00 (Enam ratus tiga
puluh satu juta seratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).
Dana operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sehesar Rp3.000.000.000,00 (Tiga miliar rupiah).

Pasal 34

Anggaran belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1) huruf h direncanakan sebesar Rp21.350.000.000,00 (Dua puluh satu
miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas belanja pegawai
BLUD.

(1]

Pasal 35

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 hurufl b direncanakan sebesar Rpl1.465.540.448.194,00 (Satu triliun
empat ratus enam puluh lima miliar lima ratus empat puluh juta empat
ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah},
yang terdiri atas:

a. belanja barang;
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b. belanja jasa;

¢. belanja pemeliharaan;

d. belanja perjalanan dinas;

e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat;

f. belanja barang dan jasa BOS; dan

g. belanja barang dan jasa BLUD.

Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

direncanakan sebesar Rp435.496.862.803,00 (Empat ratus tiga puluh

lima miliar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam

puluh dua ribu delapan ratus tiga rupiah).

Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufb direncanakan

sebesar Rp583.457.858.404,00 (Lima ratus delapan puluh tiga miliar

empat ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan

ribu empat ratus empat rupiah).

Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

direncanakan sebesar Rp32.850.287.745,00 (Tiga puluh dua miliar

delapan ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tajuh

ratus empat puluh lima rupiahj.

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

direncanakan sebesar Rpl45.106.387.671,00 (Seratus empat puluh

lima miliar seratus enam juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu enam

ratus tujuh puluh satu rupiah).

Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak

lain /masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e

direncanakan sebesar Rp71.139.334.066,00 (Tujuh puluh satu miliar

seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh empat ribu enam

puluh enam rupiah).

Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf [ direncanakan sebesar Rpl05.139.717.505,00 (Seratus hima

miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima

ratus lima rupiah).

Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf g direncanakan sebesar Rp92.350.000.000,00 (Sembilan puluh

dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 36

Anggaran bslanja barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(1] huruf a direncanakan sebesar Rp435.496.862.803,00 (Empat ratus
tiga puluh lima miliar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan
ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja barang pakai habis; dan

b. belanja barang tak habis pakai.

Belanja bahan pakai habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan sebesar Rp435.282.742.871,00 (Empat ratus tiga puluh
lima miliar dua ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh
dua ribu delapan ratus tujuh puluh satu rupiah).

Belanja barang tak habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp214.119.932,00 (Du# ratus empat




(1)

(2)

(3]

(4)

(5)

(&)

(7

(8)

belas juta seratus sembilan belas ribu sembilan ratus tiga puluh dua
rupiah].

Pasal 37

Anggaran belanja jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp583.457.858.404,00 (Lima ratus
delapan puluh tiga miliar empat ratus lima puluh tujuh juta delapan
ratus lima puluh delapan ribu empat ratus empat rupiah), yang terdiri
atas: ’
belanja jasa kantor;
. belanja furan jaminan/asuransi:
beianja sewa tanah;
. belanja sewa peralatan dan mesin;

belanja sewa gedung dan bangunan;

belanja sewa aset tetap lainnya;

belanja jasa konsultansi konstruksy;
. belanja jasa konsultansi non konstruksi;

belanja beasiswa pendidikan PNS;

belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta
pendidikan dan pelatihan; dan
. belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak
Daerah.
Belanja jasa kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul a
direncanakan sebesar Rp403.826.454.171,00 (Empat ratus tiga miliar
delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus lima puluh empat ribu
seratus tujuh puluh satu rupiahj.

Belanja iuran jaminan/asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp47.514.941.759,00 {Empat puluh
tujuh miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus empat puluh
satu ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah).
Belanja sewa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
direncanakan sebesar Rp848.820.000,00 (Delapan ratus empat puluh
delapan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).
Belanja sewa peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp49.136.528.190,00 (Empat puluh
sembilan miliar seratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh
delapan ribu seratus sembilan puluh rupiah).
Belanja sewa gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf e direncanakan sebesar Rpl2.606.535.587,00 (Dua belas
miliar enam ratus enam juta lima ratus tiga puluh lima ribu lima ratus
delapan puluh tujuh rupiah).
Belanja sewa aset tetap lainnyva sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f direncanakan sebesar Rp219.000.000,00 (Dua ratus sembilan
belas juta rupiah)

Belanja jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf g direncanakan sebesar Rp57.086.049.426,00 (Lima puluh
tujuh miliar delapan puluh enam juta empat pulih sembilan ribu empat
ratus dua puluh enam rupiah).
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Belanja jasa konsultansi non konstruksi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp686.010.420,00 (Enam ratus
delapan puluh enam juta sepulith nbu empat raius dua puluh rupiah).
Belanja heasiswa pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf i direncanakar sebesar Rp420.000.000 (Empat ratus dua puluh
juta rupiah).

Belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta
pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j
direncanakan sebesar Rp8.016.591.550,00 (Delapan miliar enam belas
juta lima ratus sembilan puluh satu riby lima ratus lima puluh rupiah}.
Belanja jasa insentif bagi pegawai non ASN atas pemungutan Pajak
Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan
sebesar Rp3.096,927.301,00 (Tiga miliar sembilan puluh enam juta
sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus satu rupiah}.

Pasal 38

Anggaran belanja pemeliharaan sebagaimana dimalksud dalam Pasal 35
ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp32.850.287.745,00 (Tiga puluh
dua miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh tujuh
ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja pemeliharaan tanah;

b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin; dan

¢. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan.

Belanja pemeliharaan tanah scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul
4 direncanakan sebesar Rp649.043.423 00 (Enam ratus empat puluh
sembilan juta empat puluh tiga ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah}.
Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl18.411.435.910,00 (Delapan
belas miliar empat ratus sebelas juta empat ratus tiga puluh lima ribu
sembilan ratus sepuluh rupiah).

Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp 13,789.808.412,00 (Tiga
belas miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus
delapan ribu empat ratus dua belas rupiah).

Pasal 39

Anggaran belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rpl145.106.387.671,00
(Seratus empat puluh lima miliar seratus enam juta tiga ratus delapan
puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja perjalanan dinas dalam negeri; dan

b. belanja perjalanan dinas luar negeri

Belanja perjalanan dinas dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) huruf a direncanakan sebesar Rp142.556.595.044 00 (Seratus empat
puluh dua miliar lima ratus lima puluh enam juta lima ratus sembilan
puluh lima ribu empat puluh empat rupiah).

Belanja perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.549.792.627,00 {Dua miliar lima




ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu
enam ratus dua puluh tujuh rupiah).

Pasal 40

(1] Anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak
ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 35
ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp71.139.334.066,00 (Tujuh
puluh satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh
empat ribu enam puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja uang vang diberikan kepada pihak ketiga /pihak
lain /masyarakat; dan

b.belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga /pihak
lain /masyarakat.

(2) Belanja wuang yang diberikan kepada pihak ketiga /pihak
lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp26.002,242.410,00 (Dua puluh enam miliar
dua juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus sepuluh rupiah).

(3) Belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak
lain /masyarakat sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rp45.137.091.656,00 (Empat puluh lima miliar
seratus tiga puluh tujuh juta sembilan puluh satu ribu enam ratus lima
puluh enam rupiah).

Pasal 41

Anggaran belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rpl105. 139.717.505,00 (seratus lima
miliar seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh belas ribu lima
ratus lima rupiah), vang terdiri atas belanja barang dan jasa BOS.

Pasal 42

Anggaran belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp92.350.000.000,00 (Ssembilan
puluh dua miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja
barang dan jasa BLUD.

Pasal 43

Anggaran belanja Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar Rpl23.141.911.555,00 (Tiga belas miliar
seratus empat puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus lima
puluh lima rupiah), vang terdiri atas Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada
Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Pasal 44

Anggaran belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)
hurul d direncanakan sebesar Rpl.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah),
yang terdiri atas Belanja Subsidi kepada BUMD.
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Pasal 45

Anggaran belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)

huruf e direncanakan sebesar Rp254.010.544.201,00 (Dua ratus lima

puluh empat miliar sepuluh juta lima ratus empat puluh empat ribu

dua ratus satu rupiah), yang terdiri atas:

a, belanja Hibah kepada pemerintah pusat;

b. belanja Hibah kepada pemerintah daerah lainnya;

c. belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan
yvang berbadan hukum indenesia; dan

d. belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai palitik.

Belanja Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) hurul a direncanakan sebesar Rp25.934.145.435,00 (Dua puluh

lima miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus empat puluh

lima ribu empat ratus tiga puluh lima rupiahj.

Belanja Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) hurul b direncanakan sebesar

Rp7.533.000.000,00 (Tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta

rupiah).

Belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang

berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

¢ direncanakan sebesar Rp217.447.176.266,00 (Dua ratus tujuh belas

miliar empat ratus empat puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam

ribu dua ratus enam puluh enam rupiah),

Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan scbesar

Rp3.096.222.500,00 (tiga miliar sembilan puluh enam juta dua ratus

dua puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 46

Anggaran belanja Hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 avat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp25.934.145.435,00 (Dua puluh lima miliar sembilan ratus tiga puluh
ernpatl juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus tiga puluh lima
rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja Hibah uang kepada pemerintah pusat;

b. belanja Hibah barang kepada pemerintah pusat;

Belanja Hibah uang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl7.483.884.040,00
(Tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus
delapan puluh empar ribu empat puluh rupiah).

Belanja Hibah barang kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.450.261.395,00
(Delapan miliar empat ratus lima puluh juta dua ratus enam puluh satu
ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah).

Pasal 47

Anggaran belanja Hibah kepada pemerintah daerah lainnya scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar




Rp7.533.000.000,00 (Tujuh miliar lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah),
vang terdiri atas belanja hibah barang kepada pemerintah daerah lainnya
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Pasal 48

Anggaran belanja Hibah kepada badan, lembaga, organisasi

kemasyarakatan vyang berbadan hukum Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 avat (1) hurul ¢ direncanakan sebesar

Rp217.447,176.266,00 [Dua ratus tujuh belas miliar empat ratus empat

puluh tujuh juta seratus tujuh puluh enam ribu dua ratus enam puluh

enam rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba,
sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan
perundang-undangan;

b. belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba,
sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;

c. belanja Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat
sosial kemasyarakatan;

d. belanja Hibah kepada koperasi;

e. belanja Hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil; dan

f. belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan
hukum Indonesia.

Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba,

sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-

undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan
sebesar Rpl13.230.000,000,00 (Tiga belas miliar dua ratus tiga puluh
juta rupiah).

Belanja Hibah kepada badan dan lembaga yang bersifat nirlaba,

sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rpl142.201.517.819,00 (Seratus empat puluh dua miliar dua ratus satu

juta lira ratus tujuh belas ribu delapan ratus sembilan belas rupiah).

Belanja Hibah kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat

sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢

direncanakan sebesar Rp53.832.446.065,00 (Lima puluh tiga miliar
delapan ratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh enam ribu
enam puluh lima rupiah).

Belanja Hibah kepada koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d direncanakan sebesar Rp4.822.500.000,00 (Empat miliar

delapan ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Belanja Hibah kepada usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar

Rp2.340.817.000,00 (Dua miliar tiga ratus empat puluh juta delapan

ratus tujuh belas ribu rupiah).

Belanja Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan

hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul [

direncanakan sebesar Rp1.0186.895.382,00 (Satu miliar sembilan belas
juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh
dua rupiah).




Pasal 49

Anggaran belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp3.096.222.500,C0 (Tiga miliar sembilan puluh enam juta dua ratus dua
puluh dua ribu lima ratus rupiah), yang terdiri atas belanja Hibah bantuan
keuangan kepada partai politik.

Pasal 50

(1) Anggaran belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 ayat (1) huruf { direncanakan sebesar Rp798.572.000,00 (Tujuh
ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus tujuh puluh dua ribu
rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja Bantuan Sosial kepada keluarga;
b. belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat;

(2) Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp598.572.000,00 (Lima ratus
sembilan pulub delapan juta lima ratus tjuh puluh dua ribu rupiah).

(3] Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.000.000
(Dua ratus juta rupiah)

Fasal 51

(1) Anggaran belanja Bantuan Sosial kepada keluarga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp598.572.000,00 (Lima ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus
tujuh puluh dua ribu rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Bantuan Sosial Uang vang direncanakan kepada keluarga;
dan
b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada keluarga.

(2) Belanja bantuan seosial uang vang direncanakan kepada keluarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp225.000.000,00 (Dua ratus dua puluh lima juta rupiah).

(3) Belanja Bantuan Sesial barang yang direncanakan kepada keiuarga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp373.572.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh
puluh dua ribu rupiah).

Pasal 52

Anggaran belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) yang terdiri atas belanja Bantuan
Sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.

Pasal 53

(1] Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1}
hurul b direncanakan sebesar Rp581.565.471.186,00 (Lima ratus
delapan puluh satu miliar lima ratus enam puluh lima juta empat ratus
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tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh enam rupiah), yang terdiri
atas!

a. Belanja Modal tanah;

b. Belanja Modal peralatan dan mesin;

¢. Belanja Modal gedung dan bangunan;

d. Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi;

e. Belanja Modal aset tetap lainnya; dan

f. Belanja Modal aset lainnya.

Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp1.5350.000.000,00 (Satu miliar lima ratus lima
puluh juta rupiah).

Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rpl188.364.802.004,00 (Seratus
delapan puluh delapan miliar tiga ratus enam puluh empat juta delapan
ratus dua ribu empat rupiah).

Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurud ¢ direncanakan sebesar Rp219.075.963.371,00 (Dua ratus
sembilan belas miliar tujuh puluh lima juta sembilan ratus enam puluh
tiga ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah).

Belanja Modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp170.672.908.421,00 (Seratus
tujuh puluh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus
delapan ribu empat ratus dua puluh satu rupiah).

Belanja Modal asct tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ direncanakan sebesar RpS08.542.380,00 (Lima ratus delapan
juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f
direncanakan sebesar Rpl1.393.255.010,00 (Satu miliar tiga ratus
sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribu sepuluh
rupiah].

Pasal 54

Anggaran Belanja Modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayal
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.550.000.000,00 (Satu miliar lima ratus
lima puluh juta rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal tanah untuk jalan.

Pasal 55

Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rpl88.364.802.004,00 {Seratus delapan puluh delapan miliar tiga ratus
enam puluh empat juta delapan ratus dua ribu empat rupiah), yang
terdiri atas:

Belanja Modal alat besar,

Belanja Modal alat angkutan;

Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur;

Belanja Modal alat pertanian;

Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga;

Belanja Modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;

Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan;
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Belanja Maodal alat labaraturium;

Belanja Modal komputer;

Belanja Modal alat cksplorasi;

Belanja Madal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;

Belanja Modal alat keselamatan kerja;
. Belanja Modal Alat Peraga;

Belanja Moda! rambu-rambu;

Helanja Modal peralatan olahraga;

Belanja Modal peralatan dan mesin BOS; dan

Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD.
Belanja Modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rpl.599.251.489,00 (Satu miliar lima ratus
sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu empat
ratus delapan puluh sembilan rupiah).
Belanja Modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rpl12.999.113.451,00 (Dua belas miliar
sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tiga belas ribu
gmpat ratus lima puluh satu rupiah).
Belanja Moda! alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurud ¢ direncanakan sebesar Rp12.169.626,00 (Dua belas juta
seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).
Belanja Modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d direncanakan sebesar Rpl.217.520.480,00 (Satu miliar cua ratus
tujuh belas juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus delapan puluh
Tupiah).
Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp22.148.994.943,00 (Dua
puluh dua miliar seratus empat puluh delapan juta sembilan ratus
sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah).
Belanja Modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar
Rp2.751.853.896,00 (Dua miliar tujub ratus lima puluh satu juta
delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh enam
rupiah).
Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp68.232.293.416,00 (Enam
puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus sembilan
puluh tiga ribu empat ratus enam belas rupiah).
Belanja Modal alat laboraturium sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf h direncanakan sebesar Rp3.666.333.944,00 (Tiga miliar enam
ratus enam puluh enam juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu sembilan
ratus empat puluh empat rupiah).
Belanja Modal komputer scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i
direncanakan sebesar Rp24,517.447.661,00 (Dua puluh empat miliar
lima ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh tujuh ribu enam
ratus enam puluh satu rupiah).
Belanja Modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf j direncanakan sebesar Rp2.439.555,00 (Dua juta empat ratus tiga
puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).
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Belanja Modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) huruf k direncanakan sebesar Rp18.360.000,00
(Delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Belanja Modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf | direncanakan sebesar Rp75.064.188,00 (Tujuh puluh lima
juta enam puluh empat ribu seratus delapan puluh delapan rupiah).
Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ]
direncanakan sehesar Rp15.212.000,00 (Lima belas juta dua ratus dua
belas ribu rupiah)

Belanja Modal rambu-rambu scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
m direncanakan sebesar Rp2.370.000,00 (Dua juta tiga ratus tujuh
puluh ribu rupiah)j.

Belanja Modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf o direncanakan sebesar Rp417.314.679,00 (Empat ratus tujuh
belas juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh sembilan
rupiah).

Belanja Modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufl p direncanakan sebesar Rp45.389.062.676,00 (Empat
puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh
dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah}.

Belanja Mcdal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada
avat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp5.300.000.000,00 (Lima miliar
tiga ratus juta rupiah),

Pasal 56

Anggaran Belanja Modal alat besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.599.251.489,00 (Satu miliar lima
ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus lima puluh satu ribu empat
ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal alat
bantu.

(1)

i2)

(3)

Pasal 57

Anggaran Belanja Modal alat angkutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp12.999.113.451,00
(Dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus
tiga belas ribu empat ratus lima puluh satu rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor; dan

b. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.

Helanja Modal alat angkutan darat bermotor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rpl0.186.134.901,00
(Sepuluh miliar seratus delapan puluh enam juta seratus tiga puluh
empat ribu sembilan ratus satu rupiah).

Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud
pada avat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.812.978.550,00 (Dua
miliar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan
ribu lima ratus lima puluh rupiah).




Pasal 58

Anggaran Belanja Modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rpl12.169.626,00 (Dua
belas juta seratus enam puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh enam
rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal alat bengkel tak bermesin.

Pasal 59

Anggaran Belanja Modal alat pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.217.520.480,00 (Satu miliar
dua ratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh ribu empat ratus delapan
puluh rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal alat pengolahan.

(1)

(2)
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Pasal 60

Anggaran Belanja Modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp22,148.994.943,00 [Dua puluh dua miliar seratus empat puluh
delapan juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus
empat puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Modal alat kantor;

b. Belanja Modal alat rumah tangga; dan

c. Belanja Modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat.

Belanja Modal alat kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp5.058.484.214,00 (Lima miliar lima puluh
delapan juta empat ratus delapan puluh empat ribu dua ratus empat
belas rupiah),

Belanja Modal alat rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp15.320.321.388,00 (Lima belas miliar
tiga ratus dua puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus
delapan puluh delapan rupiah).

Belanja Modal meja dan kursi kerja/rapat pejabat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar
Rpl.770.189.341,00 (Satu miliar tujuh ratus tujuh puluh juta seratus
delapan puluh sembilan ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 61

Anggaran DBelanja Modal alat studio, komunikasi, dan Pemancar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf { direncanakan
sebesar Rp2.751.853.896,00 (Dua miliar tujuh ratus hma puluh satu
juta delapan ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh
enam rupiah) yang terdiri atas:

&, Belanja Modal alat studio;

b. Belanja Moda!l alat komunikasi; dan

c. Belanja Moda! peralatan komunikasi navigasi.

Belanja Modal alat studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp2.462.644.920,00 {Dua milia- empat ratus
enam puluh dua juta enam ratus empat puluh empat ribu sembilan
ratus dua puluh rupiah].

Belanja Modal alat komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp271.658.800,00 (Dua ratus tujuh
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puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus
rupiah).

Belanja Modal peralatan komunikasi navigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp17.550.176,00 (Tujuh
belas juta lima ratus lima puluh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 62
Anggaran Belanja Modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 55 avat (1) huruf g direncanakan sebesar
Rp68.232.293.4 14,00 (Enam puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh
dua juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu eémpat ratus enam belas
rupiah) yang terdiri atas:
a. Belanja Modal alat kedokteran; dan
b. Belanja Modal alat kesehatan umum.
Belanja Modal alat kedokteran schagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rpl8.427.590.356,00 (Delapan belas
miliar empat ratus dua puluh tujuh juta lima ratus sembilan paluh ribu
tiga ratus lima puluh enam ruptah).
Belanja Modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp49.804.703.060,00 (Empat puluh
sembilan miliar delapan ratus empat jula tujuh ratus tiga ribu enam
puluh rupiah).

Pasal 63

Anggaran Belanja Modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar
Rp3.666.333.944,00 (Tiga miliar enam ratus enam puluh enam juta tiga
ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah)
yang terdiri atas:

a. Belanja Modal unit alat laboratorium,;

b. Belanja Modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan; dan

c. Belanja Modal alat laboraterium lingkungan hidup.

Belanja Modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada avat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp416.213.154,00 (Empat ratus enam
belas juta dua ratus tiga belas ribu seratus lima puluh empat rupiah].
Belanja Modal alat proteksi radiasi/proteksi lingkungan sebagaimana
dimaksud pada avat (1) huruf b direncanakan Rp 2.986.907.730,00 (Dua
miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tujuh
ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah).

Belanja Modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan Rp263.213.060,00 (Dua
ratus enam puluh tiga juta dua ratus tiga belas ribu enam puluh rupiah).

Pasal 64

Anggaran Belanja Modal komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp24.517.447.661.00 {Dua
puluh empat miliar lima ratus tujuh belas juta empat ratus empat puluh
tujuh ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri atas:




a. Belanja Modzal komputer unit; dan
b. Belanja Modzl peralatan komputer.

[2) Belanja Modal komputer unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a direncanakan scbesar Rpl18.454.991.616,00 (Delapan belas miliar
empat ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu
ribu enam ratus enam belas rupiah).

(3] Belanja Modal peralatan komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp6.062.456.045,00 (Enam miliar enam
puluh dua juta empat ratus lima puluh enam ribu empat puluh lima
rupiah).

Pasal b

Anggaran Belanja Modal alat eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55 avat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.439.555,00 (Dua juta empat
ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) vang
terdiri atas Belanja Modal alat eksplorasi geofisika.

Pasal b6

Anpparan Belanja Modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf k direncanakan sebesar
Rp18.360.000,00 (Delapan belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) yang
terdiri atas Belanja Modal sumur.

Pasal 67

Anggaran Belanja Moda! alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 avat (1) huruf | direncanakan sebesar Rp75.064.188,00
(Tujuh puluhl lima juta enam puluh empat ribu seratus delapan puluh
delapan rupiah) yang terdiri atas Belanja alat pelindung.

Pasal 68

Anggaran Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp15.212.000,00 (Lima belas juta dua
ratus dua belas ribu rupiah) vang terdiri atas Belanja alat peraga pelatihan
dan percontohan.

Pasal 69

Anggaran Belanja Modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
55 ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp2.370.000,00 (Dua juta tiga
ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal rambu-rambu
lalu lintas darat.

Pasal 70

Anggaran Belanja Modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55 ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp417.314.679,00 (Empat
ratus tujuh belas juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh
sembilan rupiah) vang terdiri atas Belanja Modal peralatan clahraga.



Pasal 71

Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin BOS sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp45.389.062.676,00
(Empat puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam puluh
dua ribu enam ratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas Belanja
Modal peralatan dan mesin BOS,

Pasal 72

Anggaran Belanja Modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 55 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.300.000.000,00
(Lima miliar tiga ratus juta rupiah] yang terdiri atas Belanja Modal peralatan
dan mesin BLUD.

Pasal 73

(1) Anggaran Belanja Modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 353 ayat (1) hurufl ¢ direncanakan sebesar
Rp219.075.963.371,00 (Dua ratus sembilan belas miliar tujuh puluh
lima juta sembilan ratus enam puluh tpa ribu tiga ratus tujuh puluh
satu rupiah), vang terdin atas:

a. Belanja Modal bangunan gedung;
b. Belanja Modal tugn titik kontrol/ pasti; dan

(2) Belanja Modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp218.721.709.061,00 (Dua ratus
delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus
sembilan ribu enam puluh satu rupiah).

(3) Belanja Modal tugu titik kontrol/ pasti sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp354.254.310,00 (Tiga ratus lima
puluh empat juta dua ratus ima puluh empat ribu tiga ratus sepuluh
rupiah).

Pasal 74

Anggaran Belanja Medal bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 73 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp218.721.709.061,00 (Dua
ratus delapan belas miliar tujuh ratus dua puluh satu juta tujuh ratus
sembilan ribu enam puluh satu rupiah] yang terdiri atas Belanja Modal
bangunan gedung tempat kerja.

Pasal 75

Anggaran Belanja Modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar sebesar
Rp354.254.310,00 (Tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus lima puluh
empat ribu tiga ratus sepuluh rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal
tugu /tanda batas.

Pasal 76

(1) Anggaran Belanja Modal jalan, jaringan, dan Irigasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf d direncanakan scbesar
Rpl170.672.908.421,00 (Seratus tujuh puluh miliar enam ratus tujuh
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(1

puluh dua juta sembilan ratus delapan ribu empat ratus dua puluh satu
rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Modal jalan dan jembatan;

b. Belanja Modal bangunan air;

¢. Belanja Modal instalasi; dan

d. Belanja Modal jaringan.

Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rpl38.068.549.233,00 (Seratus tiga
puluh delapan miliar enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh
sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah).

Belanja Moda! bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp15.732.736.000,00 [Lima belas miliar tujuh
ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rpl1.229.190.120,00 (Satu miliar dua ratus dua
puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh
rupiah).

Belanja Meodal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
direncanakan sebesar Rpl5.642.433.068,00 (Lima belas miliar enam
ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh
delapan rupiahj.

Pasal 77

Anggaran Belanja Modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp138.068.549.233,00 (Seratus tiga puluh delapan miliar enam puluh
delapan juta lima ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh
tiga rupiah) vang terdir atas:

a. Belanja Modal jalan; dan

b. Belanja Modal jembatan.

Belanja Modal jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rpl125.336.476.500,00 {Seratus dua puluh lima
miliar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh enam
ribu lima ratus rupiah).

Belanja Modal jembatan sebagaimm'lahdsma.ksud pada avat (1) huruf b
direncanakan sebesar Rpl2.732.072.733,00 (Dua belas miliar tujuh
ratus tiga puluh dua juta mjuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh
tiga rupiah}.

Pasal 78

Anggaran Belanja Modal bangunan air sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 76 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.732.736.000,00

[Lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh

enam ribu rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Modal bangunan air irigasi; dan

b. Belanja Modal bangunan pengaman sungai/pantai  dan
penanggulangan bencana alam.
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Belanja Modal bangunan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (Dua ratus juta
rupiah),

Belanja Modal bangunan pengaman sungai/pantai dan penanggulangan
bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rpl!5.532.736.000,00 [Lima belas miliar lima
ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Pasal 79

Anggaran Belanja Modal instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76 avat (1) huruf c direncanakan sebesar Rpl.229.190.120,00 (Satu
miliar dua ratus dua puluh sembilan juta seratus sembilan puluh ribu
seratus dua puluh rupiah) vang terdiri atas:

a. Belanja Modal instalasi pembangkit listrik

b. Belanja Modal instalasi gardu listrik; dan

c. Belanja Modal instalasi pengaman.

Belanja Modal instalasi pembangkit listrik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp765.435.570,00 (Tujuh ratus
enam puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tujuh
puluh rupiah].

Belanja Modal instalasi gardu listrik sampah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp432.363.750,00 (Empat
ratus tiga puluh dua juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus
lima puluh rupiah).

Belanja Modal instalasi pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp31.390.800,00 (Tiga puluh satu juta
tiga ratus sembilan puluh ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 80

Anggaran Belanja Modal jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
76 ayat (1} huruf d direncanakan sebesar Rpl15.642.433.068,00 (Lima
ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus
rupiah) yang terdin atas;

¢. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan

d. Belanja Medal Jaringan Listrik.

Belanja Modal jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp14.300.000.000,00 (Empat belas miliar
tiga ratus juta rupiah.

Belanja Modal jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf 2 direncanakan sebesar Rpl.342.433.068,00 (Satu miliar tiga
ratus empat puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam puluh
delapan rupiah).

Pasal 81

Anggaran Belanja Modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 53 avat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp508.542.380,00
(Lima ratus delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu tiga ratus
delapan puluh rupiah) yang terdiri atas:




Belanja Moedal bahan perpustakaan;

Belanja Modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;

Belanja Modal tanaman; dan

. Belanja Modal aset tidak berwujud.

(2) E-eian ja Modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1} huruf a direncanakan sebesar Rp33.632.280,00 (Tiga puluh tiga jura
enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah).

3) Belanja Modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga
sebapaimana dimaksud pada ayat (1) huruf.b direncanakan sebesar
Rp40.599.600,00 (Empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan
ribu enam ratus rupiah).

(4) Belanja Modal tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
direncanakan sebesar Rp385.457.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima
juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

(5] Belanja Modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d direncanakan sebesar Rp48,853.500,00 (Empat puluh delapan
juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

e oo

Pasal 82

Anggaran Belanja Modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 81 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.632.280,00 (Tiga puluh
tiga juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh rupiah),
vang terdiri atas Belanja Modal bahan perpustakaan tercetak.

Pasal 83

Anggaran Belanja Modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/ olahraga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp40.599.600,00 (Empat puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu
enam ratus rupiah) yang terdiri atas Belanja Modal barang bercorak kesenian.

Pasal 84

Anggaran Belanja Modal tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81
ayat (1) huruf ¢ direncanakan sebesar Rp385.457.000,00 (Tiga ratus delapan
puluh lima juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) yang terdin atas
Belanja Modal tanaman.

Pasal 85

Anggaran Belanja Modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam
Pasal BO avat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.853.500,00 (Empat
puluh delapan juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang
terdiri atas Belanja Modal aset tidak berwujud.

Pasal 86

(1) Anggaran Belanja Modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 53 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rpl.393.255.010,00
(Satu miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh
lima ribu sepuluh rupiah) yang terdin atas:




(2]

(3)

a. Belanja Modal aset lainnya-aset tidak berwujud; dan

b. Belanja Modal aset lainnya BLUD.

Belanja Modal aset lainnya-aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp393.255.010,00 (Tiga
ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus lima puluh lima ribv sepuluh
rupiah).

Belanja Modal aset lainnya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah).

Pasal 87

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf ¢ direncanakan sebesar Rpl10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).
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Pasal 88

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25
huruf d direncanakan sebesar Rp649.636.343.030,00 (Enam ratus
empat puluh sembilan miliar enam ratus tiga puluh enam juta tiga ratus
empat puluh tiga ribu tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

a. belanja bagi hasil; dan

b. belanja bantuan keuangan.

Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
direncanakan sebesar Rp642.236.343.030,00 (Enam ratus empat ptiluh
dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga
ribu tiga puluh rupiah).

Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b direncanakan sebesar Rp7.400.000.000,00 (Tujuh mihar empat ratus
juta rupiah)

Pasal 89

Anggaran belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan
kabupaten/kota dan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat
{1) huruf a direncanakan sebesar Rp642.236.343.030,00 (Enam ratus
empat puluh dua miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat
puluh tiga ribu tiga puluh rupiah) yang terdiri atas:
a. belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten;
dan
b. belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan kaota.
Belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada pemerintahan kabupaten/kota
dan desa berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufl a
direncanakan sebesar Rp305.374.203,820,00 (Tiga ratus lima miliar
tiga ratus tujuh puluh empat juta dua ratus tiga ribu delapan ratus dua
puluh rupiahj.
Belanja bagi hasil Pajak Daecrah kepada pemerintahan kota berwujud
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp336.862.139.210,00 (Tiga ratus tiga puluh enam miliar delapan ratus
enam puluh dua juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus
sepuluh rupiah).




Pasal 90

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
avat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.400.000.000,00 (tujuh miliar
empat ratus juta rupiah) yang terdiri atas belanja bantuan keuangan daerah
provinsi ke kabupaten /kota.

(11

(2]

(3]

(1]

(2]

(3

Pasal 91

Anggaran Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan
sebesar Rp132.217.453.565,00 (Seratus tiga puluh dua miliar dua ratus
tujuh belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh
lima rapiah), yang terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

h. Pengeluaran Pembiayaan.

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf a direncanakan sebesar Rp216.556.292.010,00 (Dua ratus
enam belas miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan
puluh dua ribu sepuluh rupiahj.

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.338.838.445,00 (Delapan puluh
empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga
puluh delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).

Pasal 92

Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9] ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp216.556.292.010,00 (Dua
ratus enam belas miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus
sembilan puluh dua ribu sepuluh rupiah], yang terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya; dan

b. Penerimaan pinjaman daerah.

Sisa lebih perhitungan angparan tahun sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam ayat [1] huruf a direncanakan sebesar
Rp200.000.000.000,00 (Dua ratus miliar rupiah),

Penerimaan pinjaman daerah sebelumnya sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl6.556.292.010,00
(Enam belas miliar lima ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan
puluh dua ribu sepuluh rupiah).

Pasal 93

Anggaran pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91
avat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp84.338.838.445,00 (Delapan puluh
empat miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh
delapan ribu empat ratus empat puluh lima rupiah rupiah}, yang terdiri atas
pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

(1]

Pasal 94

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja
Daerah  mengakibatkan  terjadinya  surplus/(defisit) sebesar
Rpl132.217.453.565,00 (Seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh
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belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima

rupiah).

Pembiavaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan

terhadap

pengeluaran

Pembiavaan direncanakan sebesar

Rpl32.217.453.565,00 (Seratus tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh
belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima

rupiah],

Pasal 95

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum
datam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini terdiri dari atas:

a.

—

Lampiran |

Lampiran Il

Lampiran [l

Lampiran [V

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran V]I

Lampiran VIl

Lampiran IX

Lampiran X

Lampiran Xl
Lampiran XII
Lampiran Xl

: Ringkasan

© Daftar Nama Penerima,

. Daftar

Penjabaran APBD yang Diklasifikasi
Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Ohbjek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

. Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek. Rincian Objek Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan;

Alamat Penerima. dan
Besaran Hibah;

Daftar Nama Penerima,
Besaran Bantuan Sosial;
Daftar Nama Penerima, Alamal Penerima, dan
HBesaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan
bersifat khusus;

Nama Penerima,

Besaran Belanja Bagi Hasil;

Alamat Penerima, dan

Alamat Penerima, dan

. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan

Pemerintahan  Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan
Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan

Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak
dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,

Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
. Sinkronisasi Kebijakan  Pemerintah  Provinsi/

Kabupaten/Kota pada Daerah Perbatasan Dalam
Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan
Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program
Prioritas Perbatasan Negara;

. Rekapitulasi dan Sinkronisasi Perkada Penjabaran

APBD yang Disajikan Berdasarkan Sumber Dana;
Daftar Alokasi Anggaran Dana Kapitasi Per FKTP;

: Daftar Alokasi Anggaran Dana BOS Per FKTP; dan

Formulir Komitmen Pemerintah Daerah
Menganggarkan Barang dan Jasa serta Belanja Modal



berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Pasal 96

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 merupakan bagian vang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 97

Pelaksanaan penjabaran APBD vang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 98
Peraturan Gubernur Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannva dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Tanjungpinang

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 29 Desember 2022




Lampiran |

Peraturan Guberner Kepulauan Riag

77 Tahun 2022
29 Desomber 2022

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN PENJABARAN APED YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUR RINCIAN OBIEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode

Uraian Jumlah
4 PENDAPATAM DAERAH
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 1.518.211.727.009
4.1.01 Fajak Daerah 1348177 895 '.'ES-I-
4101 Pajak Kendaraan Bermotor (PKEB) A53:193.710,000
4.1.00.01.01 PKB-Mobil Penumpang-Sadan o 14.968.31 ?.If_:;

4.1.01.01.01.0001

PKB-Maobil Penumpang-Sedan-Pribadi

4.1.01.01.01.0002

14623541 830

PEB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum 211988, 4000
410101010003 PKA-Mabil Penumpang-Sedan-Pemenntah Pusat 36377.000
41.01.01.01.0004 PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemenntah Dacriah o %-41{!.-5;
41.0101.02 PEB-Mohil Penumpang-Jeep 675459340610

4.1.Mm.01.02.0000

PKB-Mobil Penumpang-leep-Pribadi

67.322.220.595

4,101.01.020003

PRB-Maobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat

41.01.01.020004

PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah

A9 319.850

4.1.01.01.03

PKB-Mobil Penumpang-Minibus

133693 465

4.1.01.01.02.0001

PRB-Mobil Penumpang-Minibus-Fribadi

4.1.01.01.03 D002

PK3-Mabil Penumpang-Minibus-Umum

238 258,828,885

237 178,236,785

119.291.045

4.1.01.01.02.0003

PEB-Mobil Penumpang-Mintbus-Pemerintah Pusat 364,899,840
4.71.01.01.03.0004 PEB-Maobil Penumpang-Minibus-Pemeriniak Daerah 596 301.215
4.107.01.04 PEB-Mobil Bus-Microbus 291288927
4.1.01.07.040001 PRE-Mabil Bus-Micrebus-Prikadi 133.952.650
4,101 01.040002 PEB-Mobil Bus-Microbus-Umum 134235280
41.01.01.040003 PEB-Mobil Bus-Microbus-Pemenintah Pusat T410.252
4.1.01.01.040004 PEB-Mobil Bus-Microbus-Permerintah Daerah 15.691,345
41.07.01.05 FKB-fobil Bus-Bus

2114171955
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PROVINS! KEPULAUAN RIAU
RINGHASAN PEMJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RIMCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELAMNJIA, DAN PEMEBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2021
Kode Uraian Jumlah

4.1.01.01.050007 PEE-Mobil Bus-Bus-Pribadi - 1897 819.700
41.01.01.050002 PKB-Mabil Bus-Bus-Umum ) 'IISETEEHEEI
-.t 1.01.01.050003 PRB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat 32046775
4101.01050004 PKB-Mobil Bus-Bus- Pemerintah Dagrah 38,505,660
4000106 PKB-Mobil Barang/3eban-Fick Up 14.725.888.026
41010106000 PRE-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi 14.386 385.600
410101060002 PRE-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum 35.517.526
4.1.01.01.060003 PE8-Mohil Barang/Beban-Pick Up-Pemenntah Pusat 1M2.093.100
41.07 01 Dh0o04 PEB-Molil Barang/Beban Fick Up -Pc-merin;:gﬂ Daerah 197.891.600
4.1.071.00.07 PEB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 11640213247
41,01.01,07.0001 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi 11083758 600
4_1,1]1 01.070002 PRE-Mohil Barang/Beban-Light Truck-Umum o - 491.531.651
41.01.01.07.0003 PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat 26909 480
4.1.01.01.07.0004 PKE-Maobil Barang/Beban-Light Truck-Pamernittah Daerah 28013710
41010108 PEE-Maobil Barang/Beban-Truck 13 B38.639.860
4.7.01.01.080001 PKE-Mabil Barang/Beban-Truck-Pribadi 10.625.846.765
4.1,01.01.080002 PEB-Maobil Barang/Meban-Truck-Umum 3042 506 535
£1.01.01.08.0003 PEB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat 82243110
41.01.01.08.0004 PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Dasrah 8B.042.790
41010108 PRE-Mabil Barang/Beban-Blind Van 1.461.616.154
4.1.01.01.05 0007 PKE-Maobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi 1456461070
4.1.01.07.09 0003 PEA-Mohil Barang/feban-Blind Van-Pemerintah Pusat B 3495834
4100m .ﬂ-ﬂ_ﬂﬂm PEB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah 1.659.250
41.01.00.10 PKE-Sepeda Motor-Sepeda M&:c.lr_ﬁ_cr:fa Dua 86.243.015.542




Peratwian Gubernur Kepulauan Hiau

Momar
langgal

1 Tahun 2022
29 Desember 2022

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINGKASAN PENJABARAMN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
410101100001 PEE-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roca Dua-Pribadi 8090827 180
41.01.01.10.0003 PKB-Sepada Mutur-ﬂepe.;la Mnt{-:r Foda Dua-Pemerintah Pusat 53.185.170
41.07.01.718.0004 F"I\!:H-Seprﬁ;a Mator-Sepeda Motar Reda Dua-Pemenntah Daerah 99.003.192
.:m_l.']‘l 1 PEB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Reds Tiga 1G5.?95.¢55
41,0101 11,0001 PKE-Sepeda Motor-Sepeda Motor Racta Tiga-Pribadi 97,588,765
41.01.01,11.0003 FEB-Sepeda Maotor-Sepeda Molor Roda Dga-Pemernintah Pusat 1.712.430
4.101.0111.0004 Prb-Sepeda Motor-Sepeda Muotor Roda Tiga-Pemerintab Daerah 6454210
4.1.01.02 Biea Balik Mama Kendardan Bermator [REMNKB) 300.000.000.000
4100020 BANKR-Mabil Penumpang-Sedan 3630.277 150
4.1.01.02.01.0001 BENKE-Mobil Penumpanig-Sedan 3630277150
hﬂ...‘] .II;'II_I}E_DE BBMEB-Mobil Penumpang-leep N 40,181 447,700
4.1,01.02.02 0001 BEMNKE-Mobil Penumpang-leep 40181447 700
41,00 D203 BENKE-Mabil Perumpang-Minibus 168.240.699.130
4101 02.02.0001 BENKB-Maobil Fepumpang-Minibus 166.240.699.150
4 1.01.02.04 BEMKE-obl Bus-Microbus 1.66E 950
;.I.Dl.ﬂl.ﬂdﬂml BEMNKE-Mobil Bus-Microbus 668950
4.1.01.02.05 BEMKE-Mobil Bus-Bus 278513 700
4.1.01,02.050001 BEMNKE-Mobil Bus-Rus 278513700
4.1.01.02.06 ARMNKB-Mabil Barang/Beban-Pick Up 7.553.623.200
&101.02.06 0001 BEMNEB-Mobil Barang/Boeban-Pick Up 75531623200
4100207 BBMKE-Mobil Barang/Beban-Light Truck N 3.122 396,650
d.1.01.02.07 N RENKR-Mahil Barang/Beban-Light Truck 3,122.356.650
41.01 0208 BEMNKE-Mabil Barang/Beban-Truck _3?501555
4,1.01.02 DE.DOT BEMNKE-Maobil Barang/Beban-Truck 3.750.155.750
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Peraturan Gubermur Kepalacan B
77 Tabhun 2022
29 Desermiber 2022

Kode

41010209

Uraian

Jumlah

BEMKE-Mobil Barang/Beban-8lind Van

514 862 #O0

41.01.62.09.00010 BENKE-Maobil Barang/Beban-8lind Van 514,862 800

4T .0800 BBNKE-Sepeda Motor-Sepeda Mator Roda Dua 74514 7??_I1_|Jr‘|
(410102 10,0001 BBNKE-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 74 514,701 100

ERBNER Y BENKB-Sepeda Molor-Sepeda Motor Roda Tiga 209.653.850

4 L0102 110001 BBNKB-Sepeda Mator-Sepeda Motor Roda Tiga EU-E.GSE 450
|4101.03 Fajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PREER)

420 000 000 L0

41071000

FRBKE-Bahan Bakar Bensin

226,773,755 700

4.1.01,03.07.0007 FBEKE Bahan Bakar Bensin 226773755 700
41010302 FBRKE-Bahan Bakar Solar 193.226 244 300
41010302 0001 | FBEKE Bahan Bakar Solar 193.226.244.300
41.01.04 ! Pajak Air Permuicaan 1053 £00 000
Z‘I Dl_['r‘:d.m 1 Fajak Adr Permukaan 1,053 500 000
4,1.01.04,07,0001 :. Pajak_ﬁi-r Permukaan ) 1.053 500,000
4.1.01.05 ' Pajak Rokok 173.530 685 755
41010501 Pajak Rokok 173.930.685.755
41010501 0001 Pajak Rokok 173.930.685,755
4102 Retribusi Daerah 16658 831.254
41.0202 Retribusl Jasa Usaha B.810.831.254
47102020 Retribwsl Pemakaian Kekayaan Daerah 2.860.831.254
4.1.02.02.01,0001 fetribusi Penyewsan Tanah dan Bangunan 225.444.000
410202 01 0004 Retribusl Pamakaian Laboratotium 935.387.254
4.1 0202070005 Ratnbusi Pemakatan Ruangan 1 700.000.000
4.1.02.02.08 Retribusi Pelayanan Kepelabubanan 3750000000
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Peraturan Gubernur Kepulauan Riau
Mamor
Tanggal

77 Tahun 2022

PROVINS! KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANIA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

29 Desember 2022

Kode Uraian Jumlah
4 10202080007 Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan 3.750.000 000
41020211 Retribisi Penjualan Produks: Usaha Dasran 2Z00.000.000
41,0202 110003 Retribrus Penjualan Produks hast Usaha Daerah b-iru_l_:m Bitit atau Benih liean 200.0230.000
4.1.02.03 Retnibusi Perizinan Terentu o N _ 9.848 000 000
41.020303 Retribus lain Trayek untuk Menyediskan Pelayanan Angkutan Umum 798.000.000
41.02.03.03 000 Retribusi tzin Trayek untuk Menyediaksn Pelayanan Anghkutan Umum o 798.000.000
A 1020304 Fetnbus (zin Usaha Perikanan o - 1.050.080.000
4.1.02.03.04.0001 Retribus Pemberian lzn Kegiatan Usaha Penangkapan |kan 1.050.000.000
41.02.03,06 Retribusl Perpargangan |zin Mempekerakan Tenaga Kera Asing [IMTA) i B.000.000.000
41.02 03060001 Retribusi Pernbernian Perpanjangan IMTA !;p-nda Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing 8,000.000.000
41.03 Hasll Pengelolaan Kekayaan Daetah yang Dipisahkan 18.300.000.000
41,0302 Bagran Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividan) atas Penyertaan Modal pada BUMD 18:300.000.000
41030201 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pamerintzh Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD {Lembana Keuangan) 3 SGDIHJG.MD.
4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Divicen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan) 3.300.000.000
41.010202 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerinteh Daerah (Dividen) atas Peryertaan Modal pada BUMD (Aneka Usalva) 15.000.000.000
£1.03.02.02,0009 Bagidn Laba yang Dibagikan kepada Pamarintah Dacrah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha) 15006 000 000
41,04 Lain-lain PAD yang Sah 135.075.000.000
4 1.04.05 lasa Gira 15000 000,000
41040501 lasa Giro pada Kas Daerah 15.000.000.000
41.04.05.01.0007 lasa Giro pada Kas Daerah 15.000.000,000
410412 Pendapatan Denda Pajak Dasrah 20075000000
41.04.12.07 Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKE] 20,000.0100,000
41.04 12.01.0007 Pendapatan Denda PKE-Mobil Penumpang-Sedan 702,644,400
41.04.1201.0002 Pendapatan I}end—a PEB-Mobil Penumpang-Jeep 2.91?.22-1000
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TAHUN ANGGARAN 2023

4.1.04.12.04.0007

Kode Uraian Jumlah
41041201 5003 Pendapatan Denda PRB-Mabil anur:pang-Mirtrb; 7.914.797.500|
470412010004 Pendapatan Denda PEE-Mobil Bus-Microbus 9. 118800
4,1.04,7201,0005 Pendapatan Denda PEE-Mobil Bus-Bus &#.llﬂ-l'.‘.l;ﬂd
?ﬂ-ﬂ 2.01.0006 Pmdapa'ran. Denda F}Eﬁ-!;'r.;:-{m.ni-;n;lru-;i.."EJEban-Pir:k Up 673.693.000
41,04, 12.00.0007 Pendapatan Denda PRE-Motil Rarang/deban-Light Trice 315087.500
4,1.04.12.01,0006 Fendapatan Denda PEB-Mobil Bargng/Beban-Truck A87 B9G 600
410412 010009 Pendapatan Denda PRB-Mabll Barang/Beban-Blind Van 131115000
4710412000010 Pepelapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepada Motee Roda Dua BIT7E21.500
41.0412.01001 Pandapatan Denda PEB-Sepeda Motar-Sepoda Moter Riada Tiga 5.717.800
41041202 F?Enda;:-ratan Denda Bea Balik Nama Itc-nl:laraan— Berrmotor (B BI'\;KE] E0.000.000
410412020600 Pendapatan Denda BEMKB-Maobil Penumpang-Sedan 1.352.700
410412020002 Fendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-leep 14,556,800
4.1.04 12,02 0003 Pendapatan Denda BEMKB-Mobll Penumpang-Minibus 1.187200
4.1.04.12.02 0004 Fendapatan Danda BHNKE:MDHII Bus-Microbus S1E.000
4.1.04.12.020005 Pendapatan Denda BENEKB-Mobil Bus-Bus 0
4.1.04.12 02 0006 Pendapatan Danda BEMKB-Makil Barang/Beban-Pick Up JTa2 000
4.1.04.12 02 007 Pendapatan Denda BENKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck 3,927.000
4.1.04.12.020008 Pendapatan Denda BENKB-Mabil Barang/Beban- Truck 1.352.700
4.1.04.12.02 0003 Pendapatan Denda BBMNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van 338,100
410412020010 Pendapatan Denda BENKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua 27,015,500
4.1.041203 Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PEBKE) 10.000.000
410412030002 Pendapatan Denda PPEKS-Bahan Bakar Solar 10.000.000
4.1.04.12.04 Pandapatan Denda Pajak Air Permukaan

5.000.000

Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan

5.000.000




Lampiran | Feraturan Gubernur Kepulauan Hiau
Mermar T Tahun 2023
Tanggal 29 Desember 2022

PROVINSI KEPULAUAM RIAU
RINGKASAN PENJABARAN APRD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBIEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANMIA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Uraian Jumlah
410406 Pe-rudapa!an 8LuD 100 CO00G0.000
4 1.{#4_. 'l_ﬁ.lﬁl Pendapatan BLUD 20.000,000.000
470476000007 Pendapatan BLUD 200000230000
:‘I L‘l-;r 16,02 - P-|.~_n;‘|:-:ra:an ﬁL'JD dar lasa Layanan TREOD.CO0.000
470471602 0007 Pendapatan BLUD dan lasa Layanan 7 B:600.000.000
4704, 16.04 Pendapatan BLUL dar| Hasll Ketja Saima dengan Pihak Lain 300.000.000
4.1.04.16,04.0001 Pendapatan BLUD dari Hasil Keryz Sama dengan Pitiak Lain 300000000
410416068 Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pandapatan BLUD yang Sah 1.100.000.000
4.1.04.160.06,0007 Pendapatan BLUD dan Jasa Giro 1100000 000
4.2 PEMDAPATAN TRANSFER 2.499.889.897.954
420 Pendapatan Transfer Pemernintah Pusat 2.499.889.897.954
4201.Mm Dana Panambangan 2 A9 AR 89T 954
4201010 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DEH) 771.308.561.954
4.201.01.01,0001 DEH Pajak Bumi dan Bangunan 24,997 460,637
4.2.01.01.01 0002 DBH PPh Pasal 21 701 9384054072
4.2.01.01.01.0003 DBH PPH Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN 20333312005
4 2.01,01.01.0004 DBH Cukai Hasil Temnbakau (CHT) 37.825.000
4.2.0101.01.0005 DEH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi 17161475875
4.2.01.00.01.0006 DEH Sumber Daya Alam {530A) Gas Bumi 493,572.314.839
4.2.01.01,01.0008 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Balubara-Landrent 1.792.515.006
4,2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Surmber Daya Alam [S0A} Minceral dan Balubara-Royalty 10812911267
420101010070 DEH Sumber Daya Alam (S0A) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSOH) 122389920
420001010012 DBH Sumbie Daya Alam (504) Kehuténan-Dana Reboisasi (DR) 540251.333

42010102

Dana Transter Umum-Dana Alokasi Umum (DALY

1.131.182.0/3.000




Lampiran |

Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

Marmr 77 Tahun 2022
Tangaal 29 Desember 2022
PROVINSI KEFULAUAN RIAU
RINGHKASAN PEMJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKAS| MENURLT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANIA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah

4 20101 02.0001 cau 1131182 G73.000
42010103 Dana Transfer Khusus-Dana Alokas Khusus [DAK] Frsik 31394907549 000
42.0101.03.0004 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA

4.2.071.01.03.0003

91 HAT B3R OOD

DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-5LB

4:201.00.03.0015

12.147939.000

DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian 107950 899,001
4.2.01.01.03.0031 DAK Fisre-Bidang Pertanian-Penugasan-FPembangunan/Renovas: Sarana don Prasarana Fisik Dasar Fembangunan Petanian 4.437.308.000
4.201.01.03.0032 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perkanan-Penugasan 5,394.811.000

420101.03.0035

DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan

61 334 G672 000

4.2,01.01.03.0053

LAk Fisik-Bidang Transportas Laul-Regule:

38.438.099.000

42 0704 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 283 408 204,000
4.2.01.01.04.0001 DAK Mon Fisik-BOS Reguler - 182747 921].1-]&5
4.2,01.01,04 0003 DAk I';un Fisik-B05 Kinena 4711750000
4 2.01.01.04 0004 DAK Mon Fisik-TPG PNSD - 82.991.441.000
42.01.01.04 DDOS DAK Mon Fisik-Tamsil Euru: PNSD o 2.315.(]'3".].1};[;
42.01.01.040018 DK Mon Fisik-PE2UKM £.253003.000
4.2.01.01.04.0020 DAK Mon Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal 1.478,200.000
4.2.01.01.04.0021 DAK Mon Fisik-BOKB-KB 5 705 B9 08
4201.01.040022 [AK NorFisik-Dana Pelayaran Perlindungan Perermpuan dan Anak £98.000.000
A201.00 BGana Irsentif Daeraly (DID) 0
4201020 Do a
4.2.01.02:01.0001 [B]1e] 0
4.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG 5AH 1.324.102.500
4.3.01 Pendapatan Hibah !%EiESU{)
4.3.01.04 Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Orgamisast Dalam Megeri/Luar Megen 1.324.302 ﬁ




PROVINSI KEPULAUAN RIAL

Lampiran ] ¢ Peraturan Gubernur Kepulavan Riau

Nomor
Tanggal

77 Tahun 2023
29 Desember 2027

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELORMPOMK, JENIS, OBIEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN AMGGARAN 2023

Kode Uraian Jumlah

43071 62 Pendapatan Hibah dan Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Neger 1,324 102 500
4,3.0,04.010001 Pendapatan Hibab dan Badan/Lembagal Orgamsasi Dalam Megeri 1324102500
B — _— Jumlah Pendapatan 4.019.425.727.463

5 BELAMIA
-5.1 BELAMJA OPERASI 2.910.441.366.812
5.1.01 Bedanja Fegawai 1.175.949.690.802
5.1.01.01 Belanga Gaji dan Tunjangan ASN A42 ARG 035167
E_T-ﬂ'l a1m Belanja Gaji Pokak ﬁSF';I - 316,568.529.809
5.1.81.01.01.0001 Belarya Gaji Pokek PRS 256,854 B02 454
[5.1.01.01.01 0002 Belanja Gaji Pokak PPPK 59.714.127.315
5 1.01.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga ASN - 30,099.151.659
5.1.01.01,02 D01 Belanja Tunjangan Keluarga PMS 25408 300,267
5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluargg PPPK 4.599.851.342
51.0.01.03 Belanja Tunjangan Jaoatan ASN F.B16873.089
5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jakatan PNS TB16:873.083
siooned Betanja Tunjangan Fungsional ASN 26,022 237.664
5.1.01.01.04 0001 Belanja Tunjangan Fungsional PMNS 20,565,830.674
5.1.07.01.04.0002 Belanpa Tunjangan Fungsional PPRK 5.456.406.990
5.1.0101.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN 4618436425
5107 01.050001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS 4,538.051.429
5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PRPE 80,384,996
;Iﬂl.m 06 Belanja Tunjangan Beras ASN 19212341015

5.1.01.01.06.0001

Belanja Tunjangan Beras PNS

15.956.873.058




Lampiran |

Paraturan Gubernur Kepulavan Riau

Mormor
Tanggal

17 Tahun 2027
29 December 2022

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINGKASAM PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKAS! MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAM OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANIA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Uraian Jumiah
5.1.07.01.060002 Relana Turpangan Beras PPPE 31‘555.%? 95_‘.‘
51.01.0.07 Belanja Tunjangan PF;..fTuhjnugnn Khusus ;SN LRI 441530
& 1.01.01.07.0001 Aplanja Tunjangan PPh/Turangan Khuus PR SRRBSE 427
5,1 01.01.67 0002 Bplanja Tunjarigan PPhyTunjangan Khisus PRPK 585.103
E._HII 1_-01;!5 Belanja Pembulatan Gaj A‘i..“-.: - - 40340738
§.1.07,07.08 0001 Belanja Pambulatan Gap PMNS 44 .Eﬂ 5_.
5.9.01.01.080002 Belanja Pembulatan Gaj PPPK 20436825

2.1.07 0702

Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN

26019362 .080

51,07 07.09.0001 |

aelanJa luFan Jaminam Kesehatan PGS

23.333.060.186

5.1.01.01 090002 Belanpa luran Jaminan Kesehatan PPPE . £.686 307 894
5.1.01.01.10 Relan)a luran JE-I'I'IIIEHE'Ct'Iﬂ'kdﬂH ferja ASN 1 DEE,??&,:}E.Q
5.1.01.07.100001 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kena PNS 911,544 9848
51.01.01.700002 chlanja luran Jaminan Kecelakaan Kera PPPK 153.231.05!
S0 . Belanja luran Jaminan Kematian ASN 2.639.630.858
510101170001 Belanja luran Jaminan £ematan PMS 2229264 553
5.1.01.61.11.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPR 410,366,300
51.01.01.12 Belanja lurar Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN 5.782.154,261
5 101.01 120001 Belznja luran Simpanan Peserta Tabunoan Perumabian Rakyat PNS 5 7BT.207. 355
510101120002 Balanja |luran Simpanan Peserta Taburgan Perumahan Rakyat PPPY 4946904
5.1.01.01.14 Belanja Tunjangan Khusos*) 1.899.950.000
5.1.01.01. 140001 Belanja Tunjangan Khusus 'y 1.899.5950.000
5.1.01.02 Belarja Tambahan Penghasilan ASN 5_12_1 IHJ‘M.ESE
5. 1010201 Tambahan Penghasilan _h;dasarkan Beban Kerja ASN 19044341 454

5.1.07.02.01.0001

Tarmbahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PRS

259 343 565459




lLamperarn |

Peraturan Cuberiul Kegulauan Riau

Moamor
langgal

TTF fahun 2022
24 Desamber 2022

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPORK, JENIS, OBJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELAMNJA, DAN PEMEIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Uraian lumlah
?‘ 01 02.07 0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPE 59 700 775 595
§ 1010202 Tambahan Perighasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN T 851893 268 |
5101402020001 Tambahan Pengha;ila;n ;:Ier_d;sarkan Tempal Bertugas PMGS BHOEE1 A
5100 E-E.UE..L:.IDUE Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK B135%.668

51010203 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASH 63 BT0.627 948
51,01 02030001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS 633041810
5101 0 3002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja FPPE 43 I.EI}Q.BZQ.
5107 02,04 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkasn Profesi ASH 10.:415230.975%
l_E__-] 01.02 0£.0001 Tambahan Penghasidan berdasarkan Kelangkaan Profes: PNS 5.629,169.698
T;1 01.02 04.0002 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK T86.061.277

5.1.01.02.0% Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN 137617920504
5.1 010205000 Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kera PHS - o 135283138752
5_', 010205 EJEIEZ“ Tambahar Penghasilan berdasarkan Prastasi Kega PPPK 2.534.782.152
510103 Tarbahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN 144076848832
5101030 Belanya Insentif bage ASN atas Pemunoutan Pajak Daerah 1 4333ar232
& 100,03.071.0001 Belanja Insentil bagi ASM atas Pemungutan Pajak Kenderwan Bermotor 12:131.497.525
§1.01,03.01.0002 Belanja [nsentil bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 8030670273
5.1.01.03.01.0003 Batanja Inzentif bagi ASH atac Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendasaan Bermotor 11242938 37
5107 03.01 0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak A Permukaan 28.201.037
5.1.07.03.03 Belanja Tunjangan Profest Guru (TPG) PNSD A2 951441 000
5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD 82991441000
51010305 Bolanja Tambahan Penghasilan (Tamisil) Guru PNSD < {%}E.F_Dﬁ.ﬂdﬂ
5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PRSD 231 E.ﬂﬂﬂ.ﬁ
5.1.01.03.07 B-a.ian;l'a I:I.r;l;"l-n;i.um

27.336.100.600




Lampiran | Feraturan Gubernur Kepulauan Riau
Narnot 77 Tahun 2022
langgal 29 Desember 2022
PROVINSI KEPULAUAN RIAL .
RINGKASAN PEMJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JEMIS, OBJEK,
HINCIAN DBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAMN, BELANIA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian - B B Jumlah

5.1.01.63.07.0001 Belanya Hongrarum Penanggungiawalzan Pengelala Keuangan 26 955 180,600
5.1.01.03.07 0002 Belanja Hanoranum Feng;dnan Rarang/lasa - 380.820.000
51,0104 Belanja Gay dan Tunjangan DPRU 30,775,637 855
51.M04m Belanja Uang Reoresemasi DPRD - - _‘I.:!:;!-]JE
51.01.04.01.0001 Belarya Uang Representas E-:I-PH.D 1,434 300,000
51.01.04.02 Belanja Turyangan Keluarga BPRD 194,550,000
516 104 ,02.0001 Belanja Tunjangan Kelyarga DFRO 194 550 000
51.01.0403 felanja Tunjangan Beras OPRD 170.259.420
S LO.0a03.0007 Belanja Tunjanigan Beras DPRD 170.259.420
5.1.01.04.04 Balanja Uang Paxet DFRD ‘ .14;3.43{1{10[}
5.1.01.04,04 0001 Bela n;a Uang Paxet DPRD 143.430.000
EIDI f4.05 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD 2.079,735.000
5.1.01.04.05.0000 Belamja Tumangan Jabatan OPRD - - — 2.073.735.000
5.1.01.04.06 Bolanja Tungangan Alar Kaeléngkapan DPRD 85640632
510004060001 felama Tumangan Alat Kelengkapan DPRD 85640632
5.1.01.04.08 Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD B.100.000 000
5.1.01,04.08.0001 Aalarya Turyangan Komunikast Intensil Pimpmarn dan Anggota DERD B.100.000.000
5,100 4.0 Belanjs Tunjangan Reses DPRD 2.025,000,000
5.1.00.04.09.0001 Belana Tunjangan Reses DPRD 2025000000
51010410 Belan)a Pambebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggata DPRD 19.294 865
5,1.01.04.10,0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggeta DPRD 19,294,868
S1.01.0412 Belanja Tunjangan Kesejghteraan Pimpinan dan Anggota DPRD B.AT1.769.025
5.1.01.04 120007 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi CPRD 151762025
§.1.01.04.12.0002 Belania Jaminan Kecelakaan K.eriiel DPRD SO.000.000




Lampiran | Peraturan Gubernur Kepuekavan Riau

MNemear 77 Tahun 2022
Tanggal 29 Desembzer 2022
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINGHKASAN PEMJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOEK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN DBJEK, SUB RIMCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANIA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
S1.01.04:.02.0003 Belama farminan Kematian DPRD 50.000 000
-‘;.I 07,0412 0004 Belanja Tunjangan Perymaban DPRD 8.2 20,000 000
51010413 Belanja T;nlanﬁan Transprartas DPARD o T0B4079455
510104130001 Belanja Tunjangan Trangportas DERD _ - 7064079455
;_'Jﬂ!_l:ld. 14 Balanja Uang Jasa F’Engahdi:ﬁ- [EIZ_}- o - 987 579.455
570704 140001 Balanja Uang Iiia_F‘Eﬂ_;nhdr!"l. DFRD QAT 579455
51.01.05 Belama Gaj dan Turjangan KDHAWEDH 1.520.154.028
51010501 Belanja Gaji Pokok KOHANKDH 109.450.000
51.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pakok KDH AWKDH 109.450.000
51.01.05.02 Belarja Tunjangan Keluarga KDHAWKDH 14.800.000
E.:I-:t-}TEt;-!.ﬂDEIT Belarja Tunjangan Keluarga KDOH/WEDH 14.800.000
51010503 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/AWKDH 170.000.000
5.1.01.05.03.000 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WXDH 170.000 000
5.1.01.05.04 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH 10.500.000
5.1.07.058 04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDHANEDH 10.500.000
5.1.01.050% Belania Tunjangan PPy Tunjangan Khusus KDH/WEDH 10,000,000
S 1010505000 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/MWEEH 10.000.000
£1.01.0506 Belanja Pembulatan Gaji KDHANEDH 50000
£ 10105060001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WEKDH 50.000
£ 1.01.05.07 Belanja luran Jaminzn Kesehatan hagl KDHAWKDH 7.457 600
5.1,01.05.07.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan bagl KDHAWEDH TAST.E0D
5.1.01.0508 Belanja |uran Jaminan Kecelakaan Kera KDH/WKDH 161.440
£ 1.01.05.08.0001 fAelanja Iu-r:n Ia ;nan ﬁécélakaan Kera KDHWKDH IBJAJD
5.1.07.0509 Belanja luran Jaminan Kematian KDHANKDH 44320




Lampiran | Peraturan Gubamur Kepulauan Hao
Nomar FF Tahun 2022

29 Desember 2022

Tanagal

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN PENJABARAN APRD YAMNG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JEMIS, DBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Uralan Jumlah
51.41.05.09.0001 Belara luran Jaminan Kematian KDHAWEDH caa 130
51.01.0510 Belanja Insantif bagy KDH/WHKDH atas Pemungutan Pajak Daerah - 1.197.170.664

5 10105 IG_E-EID‘I_ - Belanja lnsentif bag KOH/MWEDH atas Pemungulan Pajak Kendaraan Ber_m:;mr bag KRHANVKDH N 462040 ;E'J
6-1.01.05 10,0007 Belan)a Irsentif Pemungutan bagl KDHMD;i_a't_as Bea Salk Mama Kendaraan Bermoto 05856550
5.1.01.05.10.0003 Belanja Insentif bagi KDH/MWEDH atas Pemungulen Pujak Bahan Bakdr Kendaraan Bermotar 428188170
5,1.01.05.10.0004 Belarga Insentl bagi KDHAVKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan 1.074 066
5.1.00.08 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/ANEDH IBI 0430
S.1.00.06.0 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD 631.110.430
110106010001 Betanye Dana Operasional Pimpinan DPRD | f31.110430
5.1.01.06.02 Belanja Dana Operasional KDHANKDH i 3.000.000.000
5,1.01,06.02.0001 fielanja Dana Operasional KDH/AWKDH ] 3,060 DOO0 000
5.1.01.99 Belinja Pegawsi BLUD 21.350.000.000
51019999 Balanja Pegawai BLUD - o 21 350.000.000
'5.1.01:99 89,9399 Belanja Pegawai BLUD ) 21 350,000,000
5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 1465540448194
5.1.02.01 Belanja Barang A35.4965 862 8O3
51620101 Belanja Barang Pakai Habis 5 435282742871
§.1.0201.01.000 Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi 1.850 742 462
5.1.02.01.01.0002 Belanja Bahan-Bahan Kimia 596.298.137
5.1.02.01,01.0004 Belanga Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 231515144077
5.1.02.01.07.0005 Belanja Bakan-Bahan Baku 1065562722
5.1.02.01,01.0008 Balanja Bahan-Bahan/Bibil Tanaman 142.457.000
5. 1.02.01.01.0009 f#zlanjs Bahan-1si Tabung Pemadam Kebakaran 56548.319
5.1.02.01.01.0010 Belanjz Bahan-lsi Tabung Gas 21924300




Lampiesn | Peraturan Guberdur Kepulavan Hiau

Mamor 77 Tshun 2022
Tanggal 29 Desember 2022
. PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKAS! MENURUT KELOMPOK, JENIS. OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
51020101001 Belanja EaEn-Baha-n.n’E-hit Ternak/Bibit lkan - o 36 BTE
§.1.0201.81.0012 Belanja Bahan-Bahan Lainmya 24734565 455
51.02.01.010013 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan £.167.123.823
51.02.01.010015 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran 479 BED.EGD"
S1.0201.01.0018 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikas) J264172
1020000019 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian 20417685
5,1.02.01,010020 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel a 17.732 965
£1.02.01.010023 Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya 109.319.627
§.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 6.738 752,667
£ 1 02.01.01.0025 Belanja ;Ial_fﬂahan untuk Kt:gm{an Kantor- Kertas dan Cover ﬁ-iid LB0.554 |
5.1 u:@.m,m,mzs_ Belanja Alat/Bahan unfuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak 19.5;93.1334.?52
5.1.02.01.01.0027 Belarija Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos fB31954.131
5.1.02.01.01.0028 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dui:umenf.ﬂ._ﬂ-msmstrasi Tender 1.434.309.090
5.1.02.01.01.0029 Belanya Alat/Bahan uniuk Kegiatan Kantor-Bahan kKomputer 4 558 288 257
5.1.02.01 00,0030 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor 1.751.238,172
510201010031 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik 1 585 356,852
51.0201.01.0032 Betanja Alat/Bahan unbuk Kegialan Kantor-Perdengkapan Dinas BE.3A3I 520
5.1.02.01.00.0034 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Pedengkapan Pendukung Olahraga 170168470
5.1.02.01.01.0035 Befanga Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Swvenirn/Cendera Mata 3186 872.364
51.02.01.0.0036 Belanja Alat/Bahan untuk Keniatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 5:895.033.275
5.1.02.01.01.0037 Belanja Obat-Obatan-Obat 400.815.206
510201010038 Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya E_B?E.BQ?F_!—??-
.';:‘l_DE_{]‘l 010039 Balanya Bararg untuk Dijual/Diserahkan kepada dMasyarakat 163.811.563.279
5,1.02,07,01.0040 Belanja Barang untuk Dijual/Thserabkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain 110.241.013.720




Lampiran | Peraturan Gubernw Kepulauan Riau
Momaor #¥ Tahun 2022
Tanggal 29 Desember 2022

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

210201010078

Kode Uraian Jumlah
510201070043 Belanja Matura dan Pakan-MNatura - 1627463.149
510201 IJT.EIQ-;J- _Belan;a Matura don Pakan-Pakan 277080349
_5 10201010045 Balaria Natura dan Pa_kamNatura dan Pakan Lamnya 922008956
10201010052 Belanja Maka}\an dan Mirnuman Rapal o - 29629877 374
5102010 .DﬂSi- _ :;eian;a Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 14 310,546 980
51.02.01.010054 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 36.000.000
5 1.02.01.01 0055 Belanja Makanan dan Minuiman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan 338.150.000
5.1.02.01.010056 Befanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urican Kesehatan 129.062.100
L1 0201.010058 Eclanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan 1-5.‘:'!59_91&3551
5.1.02.01.010058 Belany El_Fe.i:aJan Dinas KOH dan WEDH _ 77316606
510201010060 Belanja Pakalan Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRE 376.200.000
5.1.02.01.01.0081 Belanga Pakaian Sipil Harian [PSH] 140.465.330
51,02 01.01.0082 Belinja Pakaian Sipl Lenghkap {PSL) 63.945.750
510201010063 Belanga Pakaian Dinas Harian (PDH) 1.331.707.905
5.1.02.071.01.0084 Selanja Pakaian Dinas Lapangan (FDL) 825,944,755
5.1.02.01.01.0067 Belanja Pakaian Penyelamatan £5.301.600
§.1.02.01.01.0069 Belanja Fakaian Teknik 82.259.060
5.1.02.01.010070 Belanja Pakaian Pelatihzn Karja 4.097.600
51.0201.01.0073 Belanja Pakaian KORPR| 421.163.885
510201010074 Belanja Pakaian Adat Daerah 1.253.075.900
510201010075 Belanja Pakaian Batik Tradisional 200.811.700
5.1.02.01.01 EH]?E- . Belanja Pakaian Qlahraga 1.743.285.900
5102010077 Belanja Pakaian Fﬂsﬂibika 224 437500

Belanja Pakman Jas/Safan

4418750




Lampiran |

Peraturan Gubearnur Kepulauan Risu

Mamar
Tanggal

T Tahun 2022
25 Desembier 2022

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YAMNG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, DBJEK,
RIMCIAN OBJEK. SUB RINCIAN DBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kada

Uraian

Jumiah

5.1.02.01.02

Belanja Barang Tak Hahis Paka

214119932

s1001020M4

Belanja Prpa-Pipa Blastik PUC (LPVE)

51.02.01.02.0011
5.1.02.02

1696 743 ?t;f_|

delanja Piga-Piga Lansya

17 B76.220

Belarya Jasa

583457 E58.404

5020201

Belama Jasa Kanol

403 826454 171

§.1.02,02.01.00256

£.1.02.0207.0003 Honorarium Marasumber atal Pemizahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia _‘I 1.919:3931.385
5 1 02.02.0% 0004 Honoranum Tim Pelaksana Keglatan dan Sekretaniat Tin Pelaksana Kegiatan QE;TD{HJBUH
5.1 02.02.010005% Honbrariuim Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Abl, dan Beracara 3600000
6.1.02.02.07.0006 Hanaranum Panyulubian stau Fandamipirigan 1.782 Ssﬂ_;;
§.1:02.02.01.0007 Hur'rcr-rarlurn Rohaniwan A o 55 600,000
?,1_;]2_{!2'_[}1 0008 Honeratum Tim Penyusunat Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelala Teknologl Informasi dan Pengelala Website 585 650,000
§.1.02.02,01 0000 Honorarum Panyelenggara Lijian IE.HE.ﬂDﬁ
§.1.0202.01,0010 Honorarium Feapulisan Butr Soal Tingkat Pravingi, Kabupaten atau Kota 10.000.000
§5.1.02.02.01.0011 Haonarariam Fewelengqamau Kegiatan Pendidikan dan Pelatiban 1 277 B00.000
510202010012 Honoranum Tim Anagaran Pemerintah Daerah L5 200.000
510202010013 Belanja lasa Tenaga Pendidikan T3.732.350.127
5.1.02.02 010014 Belanja Jasa Tenaga Keschatan 19 310,103,737
5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga labaratarium 25.189.785
5.1.02.02.071 0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum 2304439326
5.1.02.02.01.0020 Belamja Jasa Tenaga Penanganan Sosial 638153952
5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan 400.546.512
5.1,02.02.0%0025 Belanja Jasa Tenaga Kesanian dan Kehud ayasn

B8E8.170.570

Belanja Jasa Tenaga Adminictrag|

135545.095923

510202010027

Belanja Jasa Tenaga Operator Kompatar

42.000.000
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PROVINS| KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKAS]I MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN ORJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANIA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kade Uraian Jumiah
5.1.02.02.01.0028 Belanya fasa Tenaga Pelayanan Umum 22587 456,008
S 10202.01.0029 Belanja fasa Tenaga Ahll 12766974974

51002010030 Belania Jasa Tenaga Kebersihan 13 100462 660
£ 0202070031 Belanja lasa Tenaga Keamanan 3308452521
51.020201.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir - 277514739
_ﬁ-.‘ 02.0201.0036 Belanja Jasa Audit/Surveillance 150 59,000 000
5,702 02.01.0037 Belanja Jasa Juri Perombaan/Pedandingan 859450000
5 1,02.02.01,0039 Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknaleg| 1 2565316 081
51020201 0041 Balanja Jasa Pemasangan Instalasi Talepon, Air, tan Listrik 2 135.:];5
51.02.02.010042 Belanja Jasa Palaksanaan Transaksi Keuangan 150,000,000
5 1.02.02.01 0046 Belania Jasa Konverst Aplikasi/Sistem Informasi 151,500,600
; 02.02.01.0047 Belanja Jasa Penyelenggaraan A::ara B 4688935 EM:I‘
51.02.02.01.0042 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi - 213200000
5.1.02 02010049 Belanja Jasa Pencudian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, sena Alat Rumah Tangga 141,864 600
5.1.02.02:01.0050 Belanja Jasa Kalibrasi 701,062 490
§.1.02.02.01.0052 Belanja lasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigas: A07.995420
;ﬂiﬂz,{lt oos3 Belanja Jasa Pengukuran Tanah 1497 620 000
51.02.02.01 0055 Belanja Jasa lan/Reklame, Film, dan Pemotretan 19700927757
$1.02.02.01.0067 Belanja lasa Operator Kapal 620877.072
£ 1.02.02.01.0059 Befanja Tagihan Telepon 1.736.583 500
510202010060 Belana Tagihan Air S52.B56.750
5.1.02 0201008 Belanja Tagihan Listrik 24.079.489.582

£.1.02.02.01.0062

Belanja Langnanan lurnal/Surat Kabar/Majalah

53 .UZ.DEJ!}‘LDQE_S

1.234.123.100

Belanja Kawat/Faksimili/internat/TV Berlangganan

10.209.177.057




Lampiran | Peraturan Gubernur Kepulagan Riau

Nomar 77 Tahun 2022
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PROVINSI KEPULAUAN HIAL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, DBJEK,
RINCIAM OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELAMIA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Koda -uriill'l Jumlah
.1.02 02 .01 0064 Beigna Fakey/Penginman 381,068.000
5.1.02.02.01.0067 Belarya Pambayaran Pajak, Bea, dan Penzinan . 1323135013
£.1.02 02010073 Belania Medical Check Up B 151.0718.240
;.ﬂlﬂ!.ﬂ.’! Belarga luran Jaminan/Asurant 47.514.941 759
£1.02.02.02.0002 Belara r.nﬂtn'_bum laminan Kesehatan bag PB| 16,784 851 100
5.1.02.02.02 0003 Betanga luran Jaminan Kesehatan bag Peserta PEPU dan BP Kelas J ) &.835.080.000
5102 02 02 9004 Belanga Bantuan Juran Jaminan Kesehatan bagi Peseria PBPU dan BP Kelas 3 546.806.400
51,0202 020005 Helanja luran lamman Kesehatan bagl Non ASN 12294975371
£.1,02.02.02.0006 Belanja luran laminan Kecelakaan I':c-_:a bBagi Mon ASN 4,206922.170
E1 02.02.02.0007 Belanja juran Jaminan Kematian bagi Non ASN - 922253377
5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah 70640276
£1.02.02.02.0009 Belanja Pembayaran Pelayanan Kesehatan di luar Cakupan Layanan BRIS 5.153.403.125
5.1.02.02.03 Belanja Sewa Tanzh B48.820.000
5.1.02 02.03.0001 Belanja Sewa Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal G2A.820.000
§.1.02 072.03 D004 Belanja Seva Tanab untuk Bangunan Tempat kerja - 12600000
5.1,02:02.030018 Belanja Sewa Tanah Lapangan Parkir 32.400.000
£.1.02.02.03.0035 Belanya Sewa Lapangan Lainmya 175000000
&.1.02.02.04 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 49.136.528.190
5.1.02.02.04.0003 Belanja Sews Excavator 312.725.487
5.1.02.02 04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang 11.866 173167
5.1.02.02.04.0037 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 60.355.000
5.1.02.02.040038 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Berods Dua 4800000
S.I.UZ.DE.Dd.Gﬂ&E Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermaotor untux Barang 76.068.000
;.DEDE.U-':_I}GF.E Belanja Sewa Alit ﬁqgkumn .ﬁ.pung Bermator untuk Penumpand o 4676710010
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PROVINS| KEPULAUAN RIAU
RINGHASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah

5.1.02.02.04,0052 Belanja Sevea -?]m -ﬁ.ngl-c1s1:|r:| Apung Bermator Lannya 5229566 000
S1.02.0204 0058 i Belanja Sewa Alat Anghkutan Bermoto Udara Lainnya - S 35T 342347
.5 1020204 0175 Belampa Sewa Alat Reprodaks 1F<-I?gal'.dea n o - _ 3220015000
510202040017 Belanja Sewa Ala t:arﬂ::;; l_.;mn}-.a 35 115.000
510202040122 Belara Sewa Alat Gapur . a 055 704
;_ug.uz_-:um 23 Belamja Sewa Alal Rumah Tangga Lainnya (Home Lse| 18.037.500
L 1.0202.040127 Beiamja Sewa Kursl Kerja Pejabal B1.26B 472
510202040132 Belanja Sewa Maratatan Studio Audic 594.861.200
5102020407138 Belanja Sewa Alat Komurikas Telephona BE 096 000
£ 1.02.02.04.0355 Belanja .S.ewa Peralatan Umum 17576438218
51020205 Belanja Sewa Gedung dan Bangunan 12606535587
_E,I,EZ,QE.E!E_CIW‘I Belanja Sewa Bangunan Gedunyg Kantor 2052454 710
51.02.02.050002 Belanja Sewa Eang?an_sudang 2B0.000.000
5.1.02.02.050010 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Penaidikan 49.500.000
5.1.02.02.05.0012 Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar TEB 650,000
51,02 0Z2.05.0030 Belanja Sews Bangunan Gedung Tempat ketja Lamnyd 1.266.050.000
5.1.02.02.05.0033 Belanja Sewa Bangunan Parkie 8.880.000
51.02 02 05.0038 Belanja Sewa Taman 44 00297
5.1.02.02.05.0037 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kera Lannya 340,500,000
6,1.02.02 06 0042 Belanja Sewa Asrama G34.72B.000
51,0202 050050 Balanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya 6856872 56D
£1,02.0207 o Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya 219.000.040
Ef.nz.n; 07.0028 Belanja Sewa Alat Musik 219.000.01}!3"
51.02.0208 Belanja Jasa Knnwl-t.a;ﬁs.i Konstuks 5?,%5,349_.;35
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Peraturan Gubermue Sepulauan R

77 Tahun 2022
29 Desember 3022

PROVINSI KEPULAUAN RIAL
RINGKASAN PENIABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Konde

Uraian

Jumlah

51.02.02.08.0<010

Bolanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Masihat dan Pra Desan Arsitektural

4412 218 280

31020208 0002

Belanja lasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitekiural

510202080004

11.058 248 205

Belanja jasa Konsultansi Perencaniaan Arsitektur-lasa Desain Intaror 139 837000
£.1.02 0208 0005 Ea.-rnnj-a J;;sa Konsultans Perancanaan Arsitektur-lasa Arsitektur Lainnya B4k 136 200
£.1.02.02 D8 0006 . Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa NE;Ihut dan Konsultans Hekayasa Tekmik 290.775.000
E.T.DZ.E-EE DA 0ooe Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayass untuk Pekerdgaan Teknik Sipd Alr 3273029664
5 1.02.02.08.0009 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pexenjaan Tecndk Sipl Transparias| 8058336 200
51,02 02080010 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-lasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Mekanikal dan Elektrikal dalain Bangunan 36858720
FIOA02080018 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur B 1681 3."![!3.4&0-
510202080019 He!anjanj-asa Konsultanzi PFengawasan Rekayasa-lasa Pengawas Pekeraan Konstruks: Bangunan Gedung 2.882.4010.930
. 51 ﬂE.ﬂZ_GE_nﬂ-Eﬁ Belanja jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-lasa F;Eﬂgawas Pekerjaan Konstruks: Teknik Sipil Transportasi £.492 776,402
;_‘I 0202080027 Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruks: Teknik Sipil Air - 1;38.52?7100&
51.02.02.08.0022 Belanja Jasa ¥onsultansi Pengawasan Rekayasa-lasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi dan Instalas Prases dan Fasilitas ndustr 118785000
5. 1.02.02080032 Belanja Jasa Kansultansi Lainnya-Jasa Konsultans Lingkungan 1.324:112.340
51020209 Bolanja Jasa Konsultansi Non Konstruks: BRED10.420
5.1.02.02.09.0004 Belanja Jasa Konsultans Beronentas) Bidang-Perindustrian dan Pardagangan 196950004
Tj 1.0202,09.0012 Helanja Jasa Konsullansi Berorientas Layanan-lasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik 339.060 420
51.02 02 09.0014 Belanja Jasa Konsultansi Berarientasi Layanan-Jase Khusus 150.000.000
sigaoen Belanja Beasiswa Pendidikan PNS 420,000,000
5.1.02.02 110007 Belanje Beasiswa Tugas Belajar 51 30.000,000
51.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar 52 290000002
i5.1.02.02.11.0003 Belara Beasiswa Tugas Belajar 53 1mnu_aum

SR 2

Belanja Kursus/Pelatihan, Sesialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan

5.1.02.02.12,0001

B.016.591.550

Belamja Kursus Singkat/Pelatihan

TED4.004.550




L Smpiran

Momar
Tanagal

Peraturan Gubenur Kopulauan Riau
T7 Tahun 2022
29 Desember 2022

PROVINSI KEFULALUAN RIAL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANIA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUMN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
£ 1.02.02 12.0004 Belanja Dikla Kepemimpenan ~ 412587.000
51020212 Belanja Jasa Insentif bagi Pegawal Non ASM atas Pemuniquian Pajak Daerah 1096927.301
15.1.04.02.13.0001 Belanja lasa nsentf bagi Pegawai Non ASN atas Permungutan Pajak Kendaraan Ean:m;:r Bl : .1“‘- HT&?S_DE:
?IEIEDE 13.0602 Belanja Jasa Insentd Pegawal Non ASN atas anungutan-.ﬂea Balik Nama kendaraan Bermotol I rauBd 4t
51.02.02.13.0003 Belama Jasa Insertif Pegawa Non ASMN atas Pernungutan Pajak Baban Bakar Kendaraan Barmoter 1.113.099.725
; 0202 13.0004 Belanja Jasa Insentil Pegawai Non ASM atas Pemungutan Pojak & Permiukaan 3671040
510203 Belanja Pemellharaan F2.B50.287.745
£ 1.02.03.01 Belanja Permelinaraan Tanah GA9.043 423
Hﬂ&_ﬂ-s_ﬂ'l 0029 Belanfa Pemelingraan Tamah-Lapangan Tanah unfuk Taman F49043.473
?1_{]:—_‘_03_02 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 18411435910
51020302002 Belanja Pemzllharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Hesar Daral Lainmya 366,781,500
51.02.03.02 0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Genorating Set B 1.252. 702,168
£.1.02.03.020023 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa A7 874,000
5.1.02.03.020026 Belanja Pamelinaraan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Pengolahan A Kotor 8 456.000
5.1.02.03.02.0035 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-alat Angkutan Darat Bermator-Kendaraan Dinas Bermatar Pefarangan 1528692871
5.1 0203020036 Belanja Perneliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Beomotor Penumpany 6.524 347 E18
§1.02,03.02.0037 Betanja Perneliharaan Alat Angkutan-Alet Anghkutsn Derat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang 1. 200.000
§.1.02.03.02 DO3A Belanja Pemelibaraan Alat Argkutan-Alat Anglanan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua 2162500
5 1.02.02.02 0039 Bolanja Pemeliharaan Alat Anghutan-Alat Angkutan Darat Benﬂumr-HJ_andaraan Bermator Beroda Tiga SE0.000
51.02.03.02.0049 Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotar-Alal Angiutan Apung Bermatar untuk Penumpansg 1,494 ‘IE’G_EDE‘
Euma_uz.maz Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermator Lainnys 136,856,300
5.1.0203.020103 Belanja Pemelibaraan Alat Pertanian-Alat Pengolanan-Alat Pengolaban Tanah dan Tanaman 216,300
5.1.02.03,02.0104 Belanja Pemalibaraan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemehharaan Tenaman/ Ikan,ﬂemal-:_ 41.360.000

5.1.02.0302.0117

Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Bumah Tangga-Alat Kaniar-Alat Kantor Lainrya

B07.070.520




Larrpitan | Feraturan Gubernur Kepulauan Riau
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PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, ORJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANIA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUMN ANGGARAN 2023

Kode Uraian Jumlah
10203020118 gelanja Pemelinaraan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel N 238.817.500
[510203.020120 Manja Pemneliraraan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersib ?3.&35.-&35‘
(510203020121 Belanga Pemalibaraan Alat Kantor dan Humah Tanoga-Alat Rur;-uah_T;n;Ea.mm Pendingin 2.540.157.83%
!‘5.1 02030207123 Brlanja Femeliharaan Alat Kantor dan Rumab Tangga-Alat Rurnah Tangga-Alat Rurmah Tangoa Lainnya [Home Use) - 1:336.000
{5 1.02:03.020124 ﬂJan}a Pematiharaan Alat Kantor dan Rumab Tanoga-Alat Rumah Tangga-Alat Pernadam Kebakaran 10026580
i'.‘r 10203020133 Helanja Pemealiharaan Alat Studio, Bomunikas! dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Eilm 585.610454
510203020148 Belana Pemelharaan Alat Studia, Kemunikasl, dan Pemancar-Alat Komuhkasi-Alal Komunikas) Lainnya B3.441.000
5.1.02.03.02.0204 Belana Pemehharaan Alat Kedokteran dan Kesahatan-Alst Kedokteran-Alat Kedokteran Umidm 130.723.500
510203020237 Belaya Pemelibaraan Alat Kedokteran den Kesehatan-Alat Kesehatan Umum=Alat Kesehatan Lmom Lamnya &2.000
¥102.03020293 Belanja Pemeliharaan Alat Laboratonum-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratonum Lain 99.941,500
EI_DE 03020371 ;ﬂ;;ﬁiﬁ:&:ﬂ:ﬁ?;::I[;:Ez::;:::::t Laboratorium Standarsasi Kalibras) dan Instrumantasi-Alal Laboratorivm A346.000
5102403020404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Linit-Kemputer Jaringan 108.139.804
5.1.02.03.02.0405 Balanpa Pemelibiaraan Komputer- Komputer Umit- Personal Computer 1754330210
510203020411 Belanp Pemelihzraan Komputer-Peralatan Komputee: Peralatan komputer Lamnaya 2911.020
5.1.02.03 020451 Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-alat Pelindung Lainnys 4_284.000
5.1.020303 Belanja Perneliharaan Gedung dan Bangunan - 13.789.808.472
51.02.03:03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gadung Tempat Karja-Bangunan Gedurig Kantor 11,106 516 895
5.1.02.05.03.0002 Belanja Pemehharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kera-Bargunan Gud.;ng o 575.764.000
510203 03.0010 Belanga Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kena-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Bﬁlmﬂmu
51.02.03 03,0036 Helanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman 181.218.065
5.1.02.03.03.0030 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Megara Golangan || 1.044, 709 452
5.1.02.04 Belanja Perjalanan Dinas 145.706.387 671
5.1.02.04.M Belanga Perjalanan Dinas Dalam Megan 142.556.595 044

5.1.02.04.01.0000

Belanja Perjaloran Dinas Biasa

134430087 949
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610204 010004

Belanja Penjalanan Sinas Paket Meeting Ralam Kota

5.1.02 0:4.01,000%

Momor 77 Tahun 2032
Tanggal 25 Desamisar 202
PROVINS| KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
51020401 D002 Refanja Penaianan Dipas Tetap 15134 400
£1020407 0002 Bolanja Parjalanan Dinas Dalam Kota 5250 364 489

1502513858

Selanja Penalanan Dinias Paket Meeting Luar Kota

1351494350

f 1020402

Belanja Perjalanan Dinas Luar Negen 2549792 627
5.1.02.04.02.0001 Befanja Perjalanan Dinas Biasa AlLuar Negeri 2589732627
_5 1.02.05 Belanja Uang dan/atau Ja.a-sa untuk Diberikan kepada Pihak Keliga/Pihak Lain/Masyarakat 71139334 Dok
51.02.0501 Belanja Uang yang hbesikan kepada Fihak Ketiga/Fhak Lain/Masyarakat 260072 242.410
5 1,02:05.01.0001 gelamya Hadial yang Bersitat Perlombaan 1'622.242.300
5.1 32.05.071.0002 felanja Penghargaan atas Suali Prestasi 1723000110
5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasicwa - 4&(1&]13%.
g, 1,2 05.01.0004 Bplr.mja Pananganan Dampak Sosal Kemasyarakatan 5.000.000
51.02 05.01.0008 Belanja Uang yang Diberikan kepadda RT atau dengan Sebutan Lain 8952 000 00D
5.1,02.05.07 09 Belanja Uang yang Diberikan kepada AW atau dengan Sebutan Lain 2. 790,000,000
g 10205010072 Helarja Uang yang Diberikan kepada Posyandu a.uu.uﬂum:_ﬂ-
§.1.02.05 03 Belarija Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketga/Fihak Lain/Masyarakat 45 137081 656
5.1.02.0502 0002 Belanja fasa yang Dibenkan kepada Masyarakal A5137.091.656
£.1.02.68 Belanja Baranyg dan lasa BOS 105.139.717.505
5.1.02.8888 Belanja Barang dan lasa BOS 105139 717,505
£.1.02 88.86.6828 Belarya Barang dan Jasa BOS 105.139.717.505
£.1.02.99 Belanja Barang dan Jasa BLUE 82,350,000 ﬂﬂﬂ.
51.02.09.99 Belanja Barang dan Jasa BLUD 92.350.000,000
£,1.0299.95 9999 Bolanja Barang dan Jasa BLUD 42.350.000.000
5103 Relanja Bunga 13,7141.911.555




Lampital fpraiuran Gubarno Kepulavan Riad
Mamior TT Tahun 2022
Tangyal 29 Desember 2022
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, DBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
5.1.03.04 Befanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBE) 13741911 555
51,0304 02 Belanja Bunga Utang Pinjaran kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LERB)-EUMMN- Jangka Menengah 13.7181911.555
510304020001 Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBBI-8UMMN -langka Menengah 13141517 bah
5104 Belana Subsidi 1 000000 003
&£ 1.04.02 Balarja Subsidi kepada BUMD 1 D00 060 08D
5.0.04.02.02 Belanja Subsich kepada BUNMLD 1000000000
4104 02020001 Belanja Subsidi kepada BUMD 1000000.000

5.1.05 Helanja Hibah 254,010 544 201
51.05.0 Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 25934145435
£1.0501.00 Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat 17 AB3.BB4 a0
§.1.05.01 .D'T.ﬂﬂ{].i Balanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat B 17463 884040
E1 05.01.02 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat 84502617 394
5.1.05.01.02.0001 Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat B450.28 I.3‘35.|
510502 Bulanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya 7 531,000,000
51050202 Belanja Hibah Barang k'epauar Pemerintah Daerah Lannya 7.533.000.000
5.1.05.02.02.0001 Belanja Hibah Barang kepaca Pemerintah Daerah Lainnya lﬂlﬂﬂﬂ?ﬁgﬂ-
£.10505 Belenju Hibah kepada Badan, Lembaga, Crganisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum ndonesta 217447 176266
& 105.05.01 3:11::;3 Hn;:_al:'lnl::::‘.;i:‘ Badan dan Lombaga yang Barsifat Nilaba. Sukarela dan Sosial yang D'bentuk Berdasarkan Peraturan 14530 600.660
£ 1.06.05.01.0001 xlrir::! I:gﬁ;ﬁ::g::mda Eadan. dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan 13110.000.000
& 1.05.05.01.0002 E::;?iafz;:uﬁr::g‘ﬁﬂ?;::dan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Sardasaran 120000000
5.1.05.05.02 Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Mirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keimﬂgan Terdaftar 142.201.517.815
5.1.05.05.02.0007 Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukareia dan Sosial yang TEL;I‘; Memiliki Surat Keterangan Terdaftar 141.915.839.819




Larapiran | Peraturan Gubeinur Kepuladan Riau
MNamor T Tahun 2022
Tanggal 29 Desamber 2022

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN QBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDARATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian o Jumlah
5.1.05.0502 0002 Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang ;e!ah Memilik: Surat Keterangan Terdaftar 285.628.000
51050503 Belanja Hibah kepada Badan dar Lembaga Midaba, Sukarela Eersi!at Sosial Kemasyarakatan 53.&32..1.1-;1:6‘_1'.];
51,05.05.02.0001 Selanja lEa.h Uang kepada Badan dan Lembaga Nifaba, Sukarela Beritat Sosial K@m;srarak;n B G454 231414
£.1.0505 ﬂ}]_ﬂﬂl:l-z. Belama Hitah Barang kepada Badan dan Lembaga Nurraha_- S..;Ica-r-ﬂ-la Bersifat Somal Kemasyarakatan 44 162214 651
h‘;1 05.05.03.0003 Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, _Eul_:ari.-lﬂ Bersdat Sosial Kemasyarakatan - 176000 G0
6.1.05.05%04 Belanja Hibah kepada !:upt:ra &l 4522500000
£, 105 05.04.0001 Belanja Hibah Uang kepada Koperasi 4 B22.500.000
51,05 05.05 Belanja Hiboh kepada Usaba Mikea dan Usaha Kecil ) 2 340877000
$.1.05.05.05.0001 Belarmya Hibah Uang kepada Usaha Mikeo dan Wsaha Keol 2.340.817.000
5.1.0505 06 Belanga Hibah kepada Chgarisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum ndonesia o 1.019.855.382
§.1.05.05.06.0002 Belanja Hibah Barang kepada Organisas Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indenesia 1.019.835.382
5.1.05.07 Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partat Polivik 1096222500
51065070 Belanja Hibah Bartuan Keuangan kepada Partar Politik 3.086.222 500
5.1.05.07.01.0001 Balanja Hibah berupa Bantsan Keuangan kepada Partai Politk B 3.096.222.500
5.1.06 gelanja Bantuan Sosial . o FU8.572.000
5.1 002 Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga 598572000
5.1.0602.01 Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga 225.000,000
5.1.06.02.01.0001 Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga 225.000.000
51060202 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 373572000
5.1.06,02 020001 Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga 373572000
5.1.0603 Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat 200.000.000
31080310 Belarija Bantuan Sosial Uang yang dirsrcanakan kepada Kelompaok Masyarakal 200.000.060
51.06.03.01.0001 Balanja Bantuzn Sosial Uang yang Direncanakan kepads Kelampok Masyarakat 204.000.0060
5.2 BELANJA MODAL 581.565.471.186
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i - PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN PEMJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOR, JENIS, OBJEK,
RIMCIAN OBJEK, SUR RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELAMJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah

5.2 01 Relanja Madal Tanah . 1.550.000.002
520010 Belanja Madal T:_mah 1 550000000
‘5 2010103 Belanja Modal Laganigan i E'Sti..ﬂr[:lﬂ_ﬂﬂlﬂ
62.01.01.03.0007 Belampa Modal Tanah untuk Jalan_ 1.550.000:000
| 5208 Befanjz Modal Peralatan dan Mesin 188,364 802 004
520200 Belanjz Maodal Alat Besae 1589251 484
52020103 Belanja Modal Alat Bantu 1.599.251.480
5.2.02.01.03.0004 Belama Modal Blectnc Generating Set 16, 450,000
52,02 01.03.0003 Belanja Madal Pomga 206 540500
Euzm 02,0006 Belanja Modal Mesin Bor E50.500
6.2 07201030007 Belanja Modal Unit Pemeliharaan Lapangan 302359877
5.2 02.071.03.0008 Belanja Modal Alat Pengolahan Alr Kotor 200000000
520201030013 Belanja Modal Peralatan Selam \ 395170312
520202 Belanjs Modal Alat Angkutan 12.899.113.451
5202020 Belanja Madal Alat Angkutan Darat Bermotor 101861 34 901
52020201000 Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Parorangan 1.772.706.000
5.2.0202.01.0002 Belanja Modal Kendaraan Bermator Perumpandg 7264 BA2 221
5.2.02.02.01.0004 Belanja Modal Kendarsan Sermntor Beroda Dua 554602522
5.2.02.02.01.000% Belanja Modal Kendaraar Bermotor Beroda Tiga -IEEEE
570202 01,0009 Balania Modal Alat Angkutan Darat Bermator Lainnya 537522455
52020203 Belanjo Modal Alat Angkirtan Arung Bermotor 2812578550
§.2.020203.0003 Belanja Madal Alat Angkutan Apung Bermator Khusus E.TDB.EJE.‘-l..-Sﬂﬂ.
6.2 02.02.01.0005 Betara Modal Alat AEthan Apurg Bermotor Lainmya 104 956,050
520203 Eclarja Medal Alat Bengkel dan Alat Ukur 12.169.626




Larmparar | Peraturan Gubcrmat Keplsin Siau
Menmod 77 Tatuen 2042
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PROVINSI KEPULAUAN RIAU

RINGHASAN PENJABARAMN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,

RIMNCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANIA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Uraian Jumlzh
57202.0302 Belanja Modal Alat Bengke! Tak Bermesin 12169 626
520203020005 Belanja Modal Perkakas Standard {Standard Tools) 2417.696
5.2 0201020009 Belanja Modal Peralatan Tukang Kayu - 9757930

1520204 Belanja Modal Alat Pertanian o 1.217520.480
m” 04.01 #elanja Maodal Alat Pengolahan 1.21745203.48 D.
;_'-:e.u.f_ua.m g Belanfa Modal Alat Pengolahan Tanah dan fanaman 1.064.324 680
520204010002 Belanja Maodal Alat Pemeliharaan Tanaman/ikan/Temak T1.386.800
5.202.0401.0006 Belanja Maodal Alat Processing 16,E10.000
520204, 01,0008 Helanja Modal st Produlsl Parikanan B3 .969.000
52.02.05 Belanja Mnd;; Alat Kantor dan Rumah Tangaa 22.748094 043
5.2.02.05.07 Balanye Modal Alat Kantor 5058484274
5.2 02.05.07,0004 Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantar IG0.B57 565
| 5202 05.01.0005 flelanja Modal Alat Kantor Lainnya 4 BS7.620645
|5.20208.02 Belanja Modal Alat Rumah Tangga 15320321384
5.2 (2.05.02.0001 Belanja Modal Mebel 49,272 110.738
5.2.02.0502.0003 Belanja Modal adat Pembersih 1.547.596.713
52020502 0004 Belanja Modal Alat Pendingin 2108675512
5.20205.02.0005 Belanja Modal Alat Dapur 476867 840
5.2.02.05.02 DODE Dalanja Medal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Lise] 1.880.064 6&‘;
52020502 0007 Balanja Modal Alat Pemadam Kebakaran 349585916
52020503 Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 1770189341
5.2.02.05.03.0001 Belanja Modal Meja Kerja Pejabat 481970384
5.2.02.05.03.0002 Balanja Modal Meja Rapat Pejabat Ph.17.080
5,2 02.05.03 0003 Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat - 848 758.768
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PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPORK, JENIS, OBIEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN DBJEK PENDAPATAN, BELANIA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Uraian Jumlah
£.202.05.03.0007 Betanja Modat Leman dan Arsip Pefabat 163743099
5202086 Balanja Moda! Alat Studho, Komunikasi, dan Pemantar - 2751.853.896
_EE {2.0e:m Beanya Modal Ala Studio Z 462 644920
540206010001 Belanja Modal Peralatan Studio Audio - 1 961.756.820
520206010002 Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film - o 4599 343 100
5202 06010006 Balanja Modal Alat Studio Lainnya 1.545.000
5.20206.02 Belanja Modal Alat Kermunikasi 271658 800
5.2.02.06,02.0001 Belanja Modal Alar Komunikas Telaghone 271 658 800
52020604 Belanja Modal Peralatan Kormunikasi Navigas: 17.550 176
5.2.02.06.04.0007 Belanja Modal Peralatan Komurikasi Navigasi Lainnya 17550176
520207 Balanja Madal Alat Kedokteran dan Kesghatan 68.232 293.416
520207 Belanja Modal Alat Kedokteran 18.427.590.356
5.202.07.01 0001 Belanja Modal Alat Kecokteran Umam ) - o - 13.479.171 835
5.2.02.07.01 0004 Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah 4299342000
52.0207.01 0029 Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya 649.035.521
52020702 Belanja ;Utnda} Alat Kesehatan Umum - 49,804 703.060
5.2.02.0702.000% Belanja Miodal Alat Kesehatan Umum Lainnya 49 B04 703,060
520208 Belanja Modal Alat Laboratoriem 3666333944
5202080 Belanja Madal Unit Alat Laboratorium £16.213.154
520208071 0006 Belanjd Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruks 286,227,154
5.2,02,08.01,0007 Belanja Modal Alat Laboratorium Aspal, Cat. dan Kimia 92.700.000
5.2.02.08.01.0011 Belanja Modal Alat Lahoratornum Umiiom A7 2B6.000
K202 0E0% Belanja Modal Alat Proteks: RadiasiTroteks Lingkungan 2966907730
5.2.02.08.05.0006 Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan Lainnya 2886907 730
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PROVINS| KEPULAUAN RIAL
RIMGKASAN PENJABARAN APRD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBIEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMEBIAYAAN
TAHUM AMGGARAN 2023
N Kode Uraian Jumlah
52020807 Belama Madal Alat Labgratarum Lingkungan Hidup 263 213 060
L 20208070006 Helanja Madal Alat Labaratorum Lingkungan Hidup Lainrea 263 213.060
420210 Belanja Madal Kamouter 24 51T 44T G661
§.2.02:1001 Belanja Modal Kompute: Uni 18454991 616
5.2.02.10.01.0001 Belanja Modal Kemputer laringan 452.255.270

5.2.02.10,07.0002

Belamya Modal Personal Computer

17534741 625

S202 1007 0003 Belanja Modal Komputer Unit Lainnya 457834721
£ 2021002 Belanja Madal Peralatan Komputa: €062 456 045
§.2.02.10.02 0003 Relama Modal Peralatan Personal Computer 4BV AR0STS
5.2.02 10020004 Belanja Modal Peralatan Janingan 423.011.059
5.2,02.10,02.0005 Belania Madal Peralatan Komputer Lainny s SATTHA4AN
5202M Belanga Modal Alat Eksploras 2439555
SE021102 Bolanja Modal Alat Eksploras: Geofisika 2433555
52021 I.l}l.ﬂi}D’Ew Aalanja Modal Elektronbk/Electric R 2439555
520213 Belanja Modal Alat Produkst, Pengolahan, dan Pemurmian 18.360.000
£20213.01 Belanja Modal Surmur 18.360 000
. 5.2.02.13.01.0003 Belanja Modal Sumur Lainnya 18.360.000
520215 Belanja Modal Alat Keselarmatan Kega 75064 128
52021502 Belanja Modal Alat Pelindung 75.064 188
5.2.02.15.02.0003 Belarja Modal Togl Kerja 4 485900
5.2.02.15.02 0005 Belanja Modal Sepatu Lapangan T0.577.288
520216 Relanja Maodal Alat Paraga 15.212.000
52021601 Belanja Modal Alat Peraga Pelathan dan Percontohan 15.212.000
120216070007 Belanja Maodal Alat Peraga Pelatihan 15.212.000
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PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBRJEK,

RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode Uraian Jumlah
520218 Befanja Madal Aambu-Ramby 2.370.000
5202 1AM falanja M-:;:J.al Rambi-Ramitsu Lale Lintas Darat 230,000
-': 202801 0001 Balanja Modal Rambu Bersuar 231 0o
5.2.{];:- 9 E!f!lan;_a Modal Peralatan Qlahraga 417314675
5202 1901 Belanja Maodal Peralatan Olahraga - 417314 674
52.02 19010008 Belarja Modal Peralatan Dlshraga Lainnya 417.314.679

Eﬂlﬂﬂ Belanja Modal Peralatan dan I;"Iesm BOS 45.309.062 676
L2072 B8ER . Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 45 IR9.062 676
§.2.0288 HE.BE;&E Belara Modal Peralatan dan Mesin BOS 45 389 062676
520299 Belanja Maodal Peralatan dan Mesin BLUD 5.300.000.000
§.2.02.99.99 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD 5300000000
5.2.02.99,99.99939 Belanja Moda! Peralatan dan Mesin BLUD 5.300.030.000
203 fAplanya Modsl Gedung dan Bangunan 219075562371
E.u}.m Belanja Modal Bangunan Gedung 218.721.709.061
52031010 Belanja Modal Bangunan Gadung Ternpat Kerja 218721709061
520301000031 Belanja M-:ldanl Bangunan Gedung Kantor 210453 285421
5.2.03.01.010002 Belanja Moda! Bangunan Gudandg BUD.(00.000
§2.0301.01.0005 Belan)a Maodal Bangunan Eedn.m-g Labaratonum 200.000.000
520301010010 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 777 200 000
52.03.01.010011 Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga BI8.788.634
62030101007 Befanja Modal Bangunan Gedung Museum 200,000,000
§20301.01.0018 Balanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara 4 547 608,982
52.03.01.01.0029 felanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan BLA.826.004
5.2.03.0101.0030 Belanja Modal Bangurian Gedung Tempat Kerja Lainnys 200.000.000
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Tanggal 24 Desember 2022
PROVIMNSI KEPULAUAN RIAL
RINGKASAMN PEMJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOHK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAM PEMBIAYAAN
= TAHUN ANGGARAN 2023
Kode ) Uratan Jumlah

520304 Belanja Modal Tugu Titk Kontrol/Past 5543513;!'-
5203040 Belanja Modal Tugu/Tanda Batas - 154 /54 310
';.2 03.04 01,0003 Belanja Modal Filan/Tugu/Tanda Lannya 9.739.047
g 2.03.04.01.0004 Boiana Mocal Pagar - 144 51 '::;
5.2.04 . Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Ingas 170671908427
E.Dﬂ.ﬂl Belarga Modal lalan dan Jembatan . - 138068549233
5.2.04.01.01 Belanja Modal Jalan 125 336:476.500
5.2.04.01.01.0002 Betanja Modal Jalan Froving 124936476500
5.2 04.01.01.0010 Belarga Modal Jalan Lainmya dUEl.EIUD_ﬂﬂEI
52040002 Belanja Modal lembatan 12732072733
s2. 0401020002 Belanja Madal Jembatan pada lalan Prewvins: 12732072733
5.204.02 Befanja Modal Bangunan Air 15.732.736.008
52040201 Belanja Modal Bangunan Air lngas: 200000000
5.2 04.02.01.0001 Balanja Modal Bangunan Waduk Ingasi 200.000.000
5,2:04 02 .04 Belanja Modal Bangunan Pengaman Surgai/Panta dan Penanggulangan E;ana Alam 15.532.716.000
Hm 02040007 Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Fantai dan Penangguliangan Bencana Alam Lainmya 15532736000
5.2.0403 Betanja Modal Instalasi 12291900120
52040305 Belanja Modal Instalasi Pembanglkit Listrik 765435570
5.2.04.03.05.0009 Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Teriaga Surya (PLTS) 765433570
5.2 040306 Belanja Modal Instalas| Gardu Listrik 432 361750
5.2.04.03.06 0002 Balanja Modal Instalash Gardu Listrik Dictribusi A432363.750
52040300 Belanja Medal Instalasi Pengaman 31.39[!.300-
52 04.03.09.0004 Belania Maodal Instalasi Pangaman Lainmya 31350800
520404 Belanja Modal laringan 15,642 433.068
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Peraturan Gubernur Kepuiauan Riau

Mamar 77 Tahun 2022
Tanggal 28 Desember 2022
PROVIMSI KEPULAUARN RIAU
RINGHASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JEMIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELAMNIA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Urazan Jumiah
52040407 Betanja Modal Janngan A h*mur_n 14,300 000000
5210404 0% 0005 Belanja Modal larngan Air Minuin Lainnya 1.4.3{10.000.01]0
Lo 040402 Relanja Modal Jaringan Listrik _ 1.342.433.068
5.2 D-‘-!.ﬂ-!.HE o002 Balania Madal Jaringan Distribug ) 1342 433.068
5,205 Belonia Madal Aset Tetap Lamnya - 508 542 380
520501 Felarma Modal Bahan Perpustakaan 311632280
5205000 Belanja Modal Bahan Perpustakaan lercetak 33632280
6.2.05.07.01.0001 Belanja Madal Buku Llrmum 10.455.000
5.2.05.01 010003 Bafanja Midal Buku Agama G 180,000
520501070004 Belanja Modal Buku lemu Sosal o 6072.200
5.2.05.01.01.0006 B-E‘iﬂﬂ_]_ﬂ _Muclal Buku Matematika dan Pengetahuan Alam 5287680
£205.01.010008 Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olakraga 5630400
520502 Belanja Modal Barang Bercorak Keserian/Kebudayaan/Qlahraga 40,599 600
5.2.05.02.01 Bolania Moda! Barang Bercarak Kesenian A0.599.600
5.2.05.02.01.0004 Aelangza Moda Haang Bercorak Kesenian Lainnya 40555600
520505 Belanja Modal Tanaman IBGAST.O00
5.2.05.05.01 Belanja Modal Tanarman 385457.000
52.05.0601 0001 Belanjo Muodal Tanamarn 385457000
520508 Bolanja Modal Aser Tidak Berwujud 4B H53.500
6205080 felargs Modsal Aset Tidak Berwujud 48.853,500
5,2.05.08.01.0005 Belanja Medal Soltware 48.853.500
5.2.06 Belanja Medal Aset Lainnya 1.383:255.010
520601 Belanja Modal Aset Lainmya-Aset Tidak Banwujud _ 393.255.010
52060101 Belanja Madal Aset Tidak Berwujud 163255010




Lampiran | . Pataturan Gubérnut Kepuiauan Riau

Mmoot
Tanggal

TT Tahun 2022
29 Desember 2032

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
RINGHASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, DBIEK,
RINCIAN ORJEK, SUA RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumlah
§20601.01 0005 Belama Modal Aset Tidak Berwujusd -Soltware 193255010
520693 Belanja Modal Aset Lainnya BLUS 1.000.,000.000
5.2 (16,5992 Belanja Modal Aset Lainiya BLUD 1 060000 000
§.7.06,99.99 9999 Belanja Modal Aset Lainnys BLLID 1.000.000,000
53 BELANJA TIDAK TERDUGA - 10.000,000.000
5.1.01 Aelama Tidak Terduga : R 10 000,000,000
5.3.01.01 Belanja Tidak Terduga 10,000.000.000
L3 Belanja Tidak Terduga 10.600,000.000
5.3.01.01.01.0007 Belanja Tidak Terduga 10 000000 OO0
5.4 . BELANJA TRANSFER ) 649.636.342.030
5401 Belanja Bagi Hasil N 642236343030
54,0101 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemenntalian Kabupaten/kata dan Desa 642 236.343.030
5.4.01,01.01 fBelanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten 305,374 203820
h_r,_d,m_m,m_mm Bolanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemenntahan Kabupaten 305 374,203 8420
Em 0102 Belanja Bagi Hasil Fajak Daerah Kepaca Pemenntahan Kota 136 B62.139.210

5.4 0101020007

Belanja Bagi Hasi| Fajak Saersh Kepada Pemerintahan Kota

336.8562.139.210

=402 Balanja Bantuan Kewangun 7400.000.000
540203 Belenja Bantuan Keuangan Daerah Provine: ke Rabupaten/Kots 7A400.000.000
54000302 Balanja Bantuan Keuangan Khusus Dacrah Proving ke Kabupaten/Kola 7.400,000.000
5 4.02.03.02.0001 Ralanja Bantuan Keusngan Khusus Dasrah Provinsi ke Kebupaten/Kota T A00.0003.000
Jumlah Belanja 4.151.643.181.028

' Total Surplus/(Defisit) | (132.217.453.565)

PEMBIAYAAN




Lampiran | - peraturan Gubernur Kepulauan Riau
MNomor TT Tahun 2022
Tanggal 29 Desember 2022
PROVINS| KEPULAUAN RIAU
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPON, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023
Kode Uraian Jumiah
6.1 PEMERIMAAN PEMBIAYAAN 216.556.292.010
6.1.07 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 200.000.600.000
a10]07 Sisa Dara Akibat Tidak Tercapainya Capaian Targel Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan 200.000,000,000
61810701 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinedja 200,000 000,000
£.1.01 07.01.0001 %isa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Targel Kinerja 200 000 000.000
6104 Penermaan Pinjaman Dasrah 16556.292.010
610404 Pinjaman Daerah darl Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBE) 16.556,292.010
61040402 Pinjaman Daerah dan Lembaga Keuangan Bukan Bank [LKBB)-BUMN-Jangks Menengah 16.556.292.010
£.1.04 04020001 ginjaman Daerah darl Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) BUMMN- langka Menengah 16556 292 010
Jumilah Penerimaan Pembiayaan 216.556.292.010
6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN B4.338.838.445
6203 Pembayaran Cicilan Pokok Litang yang Jatuh Tempo B4 1IBBI5 445
6203M Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat B4 138838 445
6203010 Pembayaran Pinjaman Daerah dan Pemenntah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah 843138 818 445
620201010001 Pembayaran Pinjaman Daerah dan Pemeriniah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Megar-Jangka Menengab B4 338.838.445
Jumiah Pengeluaran Pembilayaan B4.330 B18.445
Pembiayaan Netto 132.217.453.565

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan




